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PERNYATAAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PT PP PRESISI Thk

PEDOMAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Atas Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Selasa tanggal 17 September 2018 telah
ditetapkan pemutakhiran Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance (‘GCG™). PT PP
Presisi Tbk {"Perseroan”) meyakini penerapan GCG secara konsisten dan berkes:nambungan akan
dapal meningkatkan kinerja Perusahaan, yang pada gilirannya akan dapat menjadikan Perseroan
bemilai tambah yaitu peningkstan kemanfastan bagl Pemangku Kepentingan Persercan serta
menjadikan Persercan sebuah Perseroan yang berkelanjutan,
Kuncl keberhasilan dalam melaksanakan GCG sangal bergantung pada ;

a Fomitmen dar Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengimpiementasikan GCG:

b. Pemahaman dan penarapan prnsip GCG  yaitu  Transparans:, Akuntabiilas,
Pertanggungiawaban. Kemandirian, dan Kewajaran disetiap jajaran manajenen
Adanya suatu mekanisme evaluasi yang terus menerus atas implementasi GOG, dan
Kode Etik dan Perilaku dipahams dan dilaksanakan cleh seluruh msan Perusahaan
Mandukung aktivitas pada sistem pengendahan internal perusahaan
Mealaksanakan Sistem Pelaporan Pelanggaran di Perseroan dengan penuh amanah, berstika,
transparan dan akuntabel sers senantiasa memenubs ketentuan perundang-undangan dan
paraturan yang beraku di Perusahaan

TR -

Unluk maksud tersebut Dewan Homisans dan Direksi Persercan sepakal membuat dan
memutakhirkan Buku Pedoman Pelaksanaan GCG Perseroan sebagai dasar pelaksanaan proses
GCG di Perseroan secara keseluruhan

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan peraturan perundang-undangan dan
perubahan-perubahan lainnya. maka segala sesuatunya akan dubah sebagaimana mestinya
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PENDAHULUAN

Fanduan pelaksanaan GCG merupakan kaidah, norma ataupun pedoman korporas! yang diperiuican
dalam sistem pengelolaan Persercan yang sahat

Panduan Good Covporate Governance ini dimaksudkan sebagai pedoman/prinsip-prinsip di dalam
metaksanakan pengeiolaan dan aktvitas Perseroan sera setagai Board Manual seluruh slemen
Ferseroan dengan tujuan agar dapat dipahami dan diaplikasikan di dalam kebjakan kerja seharl
hari sealan dengan prinsip-prinsip GCG

Perseroan menyadari bahwa Penerapan GCG secara sislemalis dan konsisten merupakan
kebutuhan yang harus dilaksanakan Penerapan GCG pada Persercan diharapkan akan dapat
memacu perkembangan bisnis, akuntabilitas seria mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangha
panjang tanpa mangabaskan kepentingan Siakeholders lainnya.

Panduan GCG senantiasa akan dilakukan pengkajian ulang dan pemutakhiran disesuakan
lerhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan penyempurnaan secars ferus
manarus serta berkesinambungan dalam upaya mencapal standar pengelolaan Perseroan yang
optimal.



VIS1 DAN MISI PERUSAHAAN

Dalam rangka pengembangan Perseroan dan semakin tingginya larget kineria perusahaan. Direksi
melakukan perubahan Visi dan Misi Perusahaan dan telah disghkan sesual Surat Keputusan Direksi
PT PP Presisi Tok No: 028/5K/PPRE/MDIR/Z018 tanggal 17 September 2018 lentang Visi dan Misi
Fersaroan sebaga: berikut

VIS
Menjadi perusahaan konstruksi lerinlegrasi bertasis alat berat terkemuka di Indonesia dan regional

1. Menyediakan Jasa konsiruksi spesialis dengan diferensiasi produk dan pelayanan prima

2 Meningkatkan bisnis terintegrasi yang memiliki layanan berdaya saing tinggl dan nilai tambah
yang optimal bagi pemangku kepentingan

3. Mengedepankan aspek OSHE dan tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan proses
bisnis

4. Mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan produktif sesuai dengan nilai-nilal
perusahaan

NILAI- NILAI PERUSAHAAN

Dalam rangka mewujudkan Visi Perseroan ‘Menadl perusahaan |asa konsiruksi terintegras:
berskala nasional yang berbasis pada peralatan berat” serla menyikap: siuasi kompetisi yang
semakin keras. maka Perseroan mempunyal komitmen untuk melaksanakan Tata Kelola Perseroan
yang baik. Oleh karena itu seluruh Insan Perseroan harus memiliki Nilai-Nilai Persercan yang
melekal pada dirl masing-masing.
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Nilgi-Milai Persaroan disingkat dengan sabutan "PPBID" terdin dari;
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n Disiplin

Kompetan dan Bertanggung Jawab
« Kerja Hores, Kerja Cerdas, dan Inovasi

= Bertanggung jawab terhadap tugas

& Floksibel dan gesit

= Keinginan belajar dan melakukan perbaikan
fErus mensns

+ Bereawasan global

Sopan santun, toleransi, saling hormat

Berpikir positif
Korja ikhlas

Keselarasan Pikiran, Perkatsan, Perbuatan
= Mengutamakan kepentingan perusahsan

* Jujur dan transparan
= Amanah menjalankan tugas
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« Taal pada hukum, peraturan, etika
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» Tepal wakiu
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BAGIAN PERTAMA
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

KEBIJAKAN GCG PERUSAHAAN

Parseroan memandang bahwa penerapan GCG merupakan salah satu Pedoman Kebijakan
Perseroan meyakini penerapan GCG secara konsisten dan berkesinembungan akan dapat
meningkatkan kinerja Perusahaan. yang pada giirannya akan dapat menjadikan Perseroan bemilai
tambah yadu peningkatan kemanfaatan bagi Pemegang Saham pada khusunya dan Pemangku
Kepentingan (Siakehoiders) yang lan pada umumnya dalam angka panjang

Penyusunan kebijakan lentunya harus sefalan dengan peraturan perundang-undangan yang
beriaku berdasarkan Heputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Momor Kep-117/M-
MBU/2002 entang Penerapan Prakiek Good Comporate Governance (GCG) pada Badan Usaha
Milk Negara diartikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh Organ Perseroan (Rapat
Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasiian usaha
dan akuntabiltas Persercan guna mewyjudkan nilal Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan
tetap memperhatikan kepeniingan Siakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundang-
undangan dan nilai etika

Kebijakan dalam mengelola Perseroan berisikan prinsip-prinsip pengelolaan Perseroan yang dalam
implementasmya akan dilkufi dengan berbagai kebijakan serta peraturan teknis sesuai kebutuhan
Perseroan. Keberadaan kebijakan lersebut diharapkan akan dapat menjadi acuan bagi segenap
jajsran Perseroan dalam menjalankan aktivitas bisnis Perseroan sesual dengan prinsip-prinsip
GCG. Pedoman GCG ini disusun sebagal acuan bagl Pemegang Saham_ Dewan Komisaris, Direks,
Komite Audil, Komite Kepatuhan Sekretaris Perusahaan, Audit Internal dan Para Pemangku
Kepentingan lainnya dalam menjalankan akiivitas bisnis Persercan sesuai dengan prinsip-prinsip

GCG. Penyusunan kebijakan ini tentunya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
beriaky

Pangkajian secara berkesinambungan akan selalu dilakukan sebagai upaya mencapai standar kera
yang terbaik bag Persercan



A. SKEMA PENYUSUNAN GCG :

1 Pedoman GCG
L. Peraturan Perusahaan
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B. PROSES ASSESSMENT GCG

Implemantasi tata kelola Perseroanyang baik peru senantiasa dimonitor, devaluasi agar selaiu
tefjaga kuslitas penerapannya dan agar senanliasa selalu selaras dengan perkembangan
pefundang-undangan dan paraturan-peraturan yang berkaku

Menurut Pasal 44 (1) Parmen BUMN 0172011, BUMN wajib meiakukan pengukuran atas kualitas
penerapan GCG yang dilaksanakan berkala setiap dua tahun dalamduabentuk, yaitu( 1) penitaian
iassessment) atas pelaksanaan GCG dan (2) evaluasi [review) atas tindak lanjul rekomendasi
perbaikan dan hasil penilaian sebelumnya. Pada prinsipnya, yang melakukan evaluasi adalsh
Perseroan iy sendirl (penilaian mandiri), sedangkan pelaksansan penilaian dilskukan oleh
penila iIndependen yang kompeten dan harus dunjuk okeh Dewan Komisaris. Adapun berikut
merupakan proses Assessment GCG:




C. INDIKATOR ASSESSMENT GCG
Tujuan dan assessment GCG adalah

1 Pengukuran kualitas penerapan GCG dalam rangka pemberian skor atas penerapan GCG
dan pemberian katagon kualitas penerapan GCG

2 Identifikasi kekuslan dan kelemahan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan penerapan
GCG di BUMN dalam rangka mengurangi kesaniangan pada krterta GCG

3 Pemantauan konsistensi penerapan GCG di Persercandalam rangka penyempurnaan dan
pengembangan kebijakan tata kelola di lingkungan perusahaan

Assessment GCG dapal dilakukan melals dua pendekatan, yakni Seil Assessment dan
External Assassment.
1. Self Azsessmen!
Seif Azsessment merupakan penilaian akan implementssi GCG yangditakukan oleh internal
Persaroan atau penilalan secara mandin,

Self Azssassmant GCG bagi industri non parbankan dapat menggunakan indikator GCG
Kementerian BUMN, yang berpedoman pada

1 Peraturan Menteri {Fermen) BUMN No PER-09/MBU2012 tentang perubshan atas
peraluran menten negara badan usaha miik negara nomor PER-01/MBLV2011 tentang
penerapan lata kelola Perseroan yang bak (Good Corporate Governanca] pada
Badan Usaha Milik Negara.

2 5K Sekretars Kementerian BUMN No SK-18/MBU2012 tentang indikator tata kelola
Parseroan yang bak (Good Corpovale Governance) pada Badan Usaha Milik

MNegara

2  External Assesama
Merupakan penilaian GCG yang dilakukan oleh pihak ketiga, Pihak ketiga yang melakukan
peniaian umumnya &dalah reguiator/pengawas maupun pihak independen yang
berkompeten dalam bidang GCG pada khususnya
Indikator’parameter penilsian dan evaluasi atas penerapan GCG pada Perseroan
dikelompokkan datam 6 {enam) fakior yaitu

Komitmen terhadap penerapan GCG yang berkelanjutan (7%
Pemegang saham dan RUPS (9%

Dewan Komsaris (35%)

Diredesi {35%)

Pengungkapan dan keterbukaan informasi (9%

Faktor lainnya (5%)

~®ap oW
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1.

Berdasarkan penitaian atas penerapan GCG, beriku! ini adalah kategor kualitas penerapan
GCG di Perseroan:

Sangal Baik > 85

d

b.  Baik ; T9-85

¢ Cukup Baik ; 60-T5

g Kurang Baik . 60-60

e Tidak Baik L >=50
TUJUAN PENERAPAN GCG

Mencapai pertumbuhan dan imbal hasil yang maksimal sehingga meningkatkan nilai {value)
Perusahaan, serta mewujudkan kesinambungan Perseroan dalam jangka panjang lanpa
mengabaikan kepentingan Pemangku Kepentingan lainnya

Mengendalikan dan mangarahkan hubungan yang baik antara Pemegang Saham, Dewan
Komisaris, Direksl. dan seluruh Pemangku Kepentingan Perseroan berlandaskan peraturan
perundang-undangan yang berlaku

Mendukung akiivilas pengendalian internal dan pengembangan Persercan bag tercapainya
daya sming secara nasional maupun internasional sehingga meningkatkan kepercayaan pasar
yang dapal mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi  nasional yang
barkesinambungan;

Mengelola sumber daya secara lebih amanah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian

- Meningkatkan pertanggungjawaban kepada Pamangku Kepeniingan:

Memperbaiki budaya kerja Perseroan: dan
Menjadikan Perseroan bemilai tambah yaltu menngkatkan kesejahteraan seluruh insan
Perseroanbarikut peningkatan kemanfaatan bagi Pemangku Kepentingan Perseroan,

SASARAN

Terlaksananya sistem manajemen strategi yang handal. sehingga mampu merumuskan Visi,
Mis|. Tujuan dan Sasaran yang sejalan dengan rencana strategi (stratege: plan) Persercan balk
jangka pendek maupun jangka panang:

Adanya kelerbukaan serta komunikasi dua amsh bak dengan regulator, pelaku pasar modal dan
Permangku Kepentingan tamnya:

Berfungsinya dengan baik crgan-organ pendukung kegiatan pengendalian intemal dan
pengembangan Perseroan;

Ditegakkannya komitmen dan aturan main dani prakiik penyelenggaraan bisnis yang beretika,

e

4



. Tersedianya sumber daya manusia yang handal, unggul. profesional dan bebas dari banturan
kepentingan,

Dipastikannya seluruh jajaran Perseroan mengetahui dan mampu menjalankan tugas. kewajiban
dan tanggung jawab sesual ketentuan yang berlaku serta mengetahul penalty dan rewardnya,
dan

. Ditegakkannya kepedulian pada masyarakat sekitar dan pada kelestarian lingkungan



v,

ACUAN KEBIJAKAN
Penyusunan Pedoman GCG inl mengacu pada kelentuan sebagal berikuf |

Undang-Undang yang maliput antara lain:

1

a
b

Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1595 tentang Pasar Modal.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1989 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Katenagakerjaan,
Undang-Undang Republk Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tenlang Perséroan
Terhatas

Feraturan Olorilas Jasa Keuangan dan BEI| antara lain

a

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK 04/2015 tanggal 16 Nopember 2015
tentang Penerepan Pedoman Tala Kelola PersercanTerbuka

Surat Edaran Ctoritas Jasa Keuangan No. 32/SEQJK. 0472015 tanggal 17 Nopember
2015 tentang Pedoman Tata Kelola PerséroanTerbuka

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK . 04/2015 tanggal 16 Desember 2015
lentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material Oleh Ementen Alau
Perseroan Publik

Peraturan Oloritas Jasa Keuangan No 32/POJK 04/2014 tanggal 8 Desamber 2014
lentang Rencana dan Panyelenggaraan RUPS Persaroan Terbuka

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014
lentang Direksl dan Dewan Komisarss Eminten atau PerseroanPublik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014
lentang Komite Mominasi dan Remunerasi Eminten atau PerseroanPublik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. A5/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014
lentang Sekretans PerseroanEmiten atau Perseroan Publik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. S5/POJK.04/2015 tentang Pambentukan dan
pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK 04/2015 tentang Pembentukan dan
Pedoman Penyusunan Piagam Und Audit internal.

Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Mo Kep-496/BL/2008 tanggal 28
November 2008 tentang Pembeniukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit
Internal Audit, dan



k. Lampiran Keputusan Dweksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-3J0S5/BEJOT-2004
tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan No. I-A Pencatatan Saham dan Efek Bersdat
Ekuites Sefain Saham yang diterbitkan oleh Persercantercatat.

|. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK D4/2017 tentang Laporan
Kepemilikan atau Setap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

Dan perubshan-perubahannya

3. Pedoman Umum GCG Indonesia, dikeluarkan oleh EKomite Nasional Kebijakan
Govemnance-2006 yang diterbitkan oleh Komite Masional Kebijakan Govenance tanggal
17 Oktober 2006 ("Pedoman Umum GCG Indonasia KNKG")

4. Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pendinan Persaroan PT PP PRESISI Thk
No.2. tanggal 02-05-2004 yang dibuat olah Muhammad Chotib, SH Notans di Jakara
dan lelah mendapatkan pengesahan dar Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
dengan Surat Keputusan tanggal 01-07-2004 No. C-16498 HT.01.01.Th 2004 dengan
nama PT PRIMA JASA ALDOD DUA, selanjuinya melakukan panyesuaian dengan UU
Mo 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terfuang dalam Akia No.
3 tanggal 25-02-2008 yang dibuat cieh Muhammad Chotib. SH MNotaris dl Jakana dan
telah mandapatkan pengesahan dari Menten Kehakiman dan hak Asasi Manusia dengan
Surat Kaputusan tanggal 12-05-2008 No. AHL-24457 AH 01.02 Tahun 2008 dan teiah
mangalami babarapa parubahan yang terakhir bardasarkan Akta No. 08 tanggal 07-05-
2012 yang dibuat olah Fathiah Halmi. SH Notaris di Jakarta dan dikenal dangan nama
PT PP Presisi Thi.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kebijakan ini adaiah untuk memberkan arahan kepada segenap |ajaran

Perseroan dalam menjalankan aktivitas bésnis Perusahaan. Pedoman GCG disusun sabagai

pedoman dan untuk memberikan arahan dalam pengelolaan Perseroan, kepada |
Pemegang Saham. Dewan Komisans, Direksi

Komiteé Audit. Komite Kepatuhan, Sekretaris Perseroan dan Satuan Pengawasan
Internal

e Para Pemangku Kepenbingan Binnya.



Berbagal hal yang distur dalam kebijakan inl mencakup aspek Tata Kelola Perseroan
PT PP PRESISI Tbk meliputi

a.

Hubungan Persérpan dengan Pemegang Saham dalam menjamin Hak-Hak Pemegang
Saham;

Fungsl dan peran Dewan Komisans;

Fungsi dan peran Diraksi,

Keterbukaan informasi sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan peraturan Perusahaan;

Partisipasi Pemangku Hepantingan, berupa hubungan antara Perseroan dengan
Pemangku Kepantingan antara lan Peagawai, Pemasok, dan Masyarakat;
Prinsip-prinsip mengenai Kebijakan Perseroan yang penling seperti Kebijakan tentang
Sistem Pengendalian Internal Manajemen Risiko, Kebijakan tentang SOP untuk
melaksanakan seliap kegiatan Perusahaan, Pengembangan Usaha, Sistem
Pengadaan Barang/Jasa dan sebagainya.

PRINSIP - PRINSIP GCG

Akfivitas-aklivitas Persarcan senanfiasa mengikuti prinsip-prinsip Good Corporate
Governance, sebagai berikul

a. Keterbukaan (Transparancy)

Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambian keputusan
dan kelerbukaan dalam mengemukakan informasi dan relevan mengenal perusahaan,
Perseroanharus menyediakan informas! yang material dan relevan dengan cara yang
mudah di akses dan dipahami oleh pemangku kepentingan

Pengungkapan informasi yang jelas. tepat wakiu, memadai, jelas dan dapat
diperbandingkan, yang mencakup informasi kebijakan keuangan, operasi produksi,
pemasaran. teknologl. manajemen sumber daya manusia, internal auditor, pengembangan
usaha dan keputusan-keputusan penting lain.

b. Akuntabilitas (Accowntability)

Yailu kejelasan fungsi. pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga
pangelolaan Persercanterlaksana secara efektif. Menetapkan tugas dan tanggung jawab
gérta penilaian knana secars [elas. balk pada tingketan Fengurus Perseroanserta semus
elemen organisasi secara menyeluruh
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€. PertanggungJawaban (Responsibility|

Yaitu Wesesuman ddatam pangeiolaan Parseroanternadap peraturan  perundang-
undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehal Memastikan bahwa
Perseroanmenarapkan pnnsip kehati-hatian dan taal pada hukum dan peraturan yang
berliaku serta melaksanakan pengendalan.

d Kemandirian {independency)

Yau suvatu keadaan dimana Persercandikelola secara professional tanpa benturan
kepentingan dan pengaruhfekanan dari pihak menapun yang tidak sesual dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pnnsip-prinsip korporas: yang sehat.

e Kewajaran (Faimess)

Yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak setiap individu dan stakeholder
lainnya yang timbul berdasarkan peranjian dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku

Vil KEBIJAKAN - KEBIJAKAN PERSEROQOAN

1.

Piagam Komite Audit

Persercan sebagael Perseroan Terbuka sekaligus Anak Perseroan Badan Usaha Milik
Megara ("BUMN") harnus mempertanggungjawabkan semua kegiatan dan hasil usahanys
kepada pemegang saham dan stakehoider lainnya secara iransparant accouriable gan
reliable

Pembentukan dan keberadaan Komite Audit didasarkan kepada Undang-Undang No.B
Tahun 1885 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
MNo.B4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508): Pasal 70 ayal
(1) Pesal 121 Undang-Undang MNo. 40 Tahun 2007 temtang Ferseroan Terbatas:
Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; Peraturan Menien
MNegara BUMN No. PER-DY/MBU2011 tanggal 1 Agustus 20171 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-OS/MBLI2012 tentang Penerapan
Tata Kelola Perseroan Y ang Baik (Good Corporate Govemance) pada Badan Usaha Milik
Megara. Peraturan Menteri Negara BUMN No PER-12/MBUR2012 tanggal 24 Agusius
2012 tentang Drgan Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik
Megara: Peraturan Otoritas Jasa Keusngan No. 33/POJK 0472014 lentang Direksi dan
Oawan Komisars Emeten atau PerseroanPublik dan Peraturan Otoritas jasa Keuangan
MNo. S5/POJK.04/2015 tentang Pembantukan dan Pedoman Pelaksanaan Kena Komite
Auidit
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Piagam Komfe Audi dierbdian dalam buku tersandin yang merupakan satu kesatuan
yang tidak tarpisah

Piagam Satuan Pengawasan Intern (“SPI”)

Dalam penerapan prinsip Tala Kelola PerseroanYang Baik (GCG), Persercanharus

menstapkan suatu sistem pengendakan inlern yang efektif untuk mengamankan

investas dan asat Persernandan membentuk unit kerja SP.

Pembentukan dan keberadaan 5P| Persercan didasarkan pada:

1. Undang-Undang Rl No.18 tahun 2003 tentang Badan Uisaha Milik Nagara.

2. Peraturan Pemerintah Rl Nomaor 12 Tahun 1998 tanggal 17 Januari 1998 tentang
PersarcanPersercan tercantum pada Bab |l - Satuan Pengawasan Intern

3 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomar:
Hep-466/BL/2008 tanggal 26 Nopamber 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman
Penyusunan Piagam Unit Audit internal (Peraturan Nomar 1X.1.7)

4 Pasal 28, Peraturan Menteri BUMN Nomor. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus
2011 tentang Penerapan Tata Kelola PerseroanYang Baik (Good Corporate
Govermance) Pada Badan Usaha Milik Negara juncto PER-08/MBLIV2012, tanggal 6
Juli 2012, Perubahan Atas Peraturan Menien Negara BUMN Nomor PER-
01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perseroan Yang Baik (Good
Corporate Gevernance) Pada Badan Usaha Milik Negara, menyebutkan:

{1) Direks: wajib menyslenpgarakan pangawasan intem

(2} Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, dengan
a mambentuk SPI ; dan
b, membuat Piagam Pengawasan Inlern

(3) SP1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dipimpin oleh seorang

Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direkiur Utama berdasarkan

mekanisme inlernal Perseroandengan persetujuan Dewan Komisans/Dewan

Pengawas.

{4} Fungsi pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

a Evaluasi atas efekiiftas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen
resiko, dan prosaes tata kelola perusahaan, sesual dengan peraturan
perundang-undangan dan kebijakan perusshaan;

b. Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efekiifitas di bidang
keuangan operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan
kegiatan lainnya;



(5) Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungs: pangawasan intem
secara penodik kepada Dewan Komisans/Dewan Pengawas
Dhreksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualtas fungsi pengawasan interm
di perusahaan pasal 2 Keputusan Hetua Bapepam dan LK Nomor Kep-
495/8L2008 tahun 2008 (Peraturan X1 7) menyebutkan:

(8) Emiten atau PersercanPublik wajib membentuk Unit Audit Internal.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Mo. S56'P0OJK.04/2015 tanggal 23 Desember

2015 tentang Pembeniukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit mermal,

Piagam SPI diterbitkan calam tersandir yang merupakan satu kesaluan yang tidak

terpisah.

Piagam Komite Kepatuhan

Pembentukan dan keberadaan Komile Kepaluhan didasarkan kepada Undang-
Undang No.8 Tahun 1895 tentang Pasar Modal,, Undang-Undang No 40 Tahun 2007
lentang Perseroan Taerbatas: Undang-Undang No 21 tahun 2011 lentang Otontas
Jasa Keuangan, Peraturan Menteri Negara BUMN No PER-01/MBL/2011 tanggal 1
Agustus 2011 sebagaimana felah diubah dengan Paraturan Menteri BUMN No. PER-
D9/MBU2012 tentang Penerapan Tats Kelola Perseroan Yang Baik (Good Corporate
Governance) pada Badan Usaha Milik Negara: Paraturan Menteri Negara BUMN No.
PER-12MBL/Z012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara; dan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No 21/POJK D4/2015 tanggal 16 Nopember 2015 tentang Penerapan
Pedoman Tata Helola PerseroanTerbuka.

Piagam Komite Kepatuhan diterbitkan dalam buku tersendiri yang merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisah

Standard Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Persaroan memasiikan babwa semua kebijakan dan peraturan yang berkaitan
dengan akuntansi selalu merujuk dan memenubi ketentuan dalam Pamyataan
Standar Akuntansi Keuangan ("P5SAK") PSAK lerseabul mewajibkan
Persaroan menyajikan Laporan Keuangan secara wajar posisi keuangan, kinera
keuangan, perubahan ekuitas dan arus kas dan pengungkapan lainnya dalam
catatan atas laporan keuangan, Untuk hal-hal yang belum distur dalam PSAK,
peEngungkapan yang dilakukan Ferseroan senantiasa
memperiimbangkan aspek relevansinya terhadap kebutuhan pengguna
laporan keuangan dan dapal diandalkan Fenyajlan laporan keuangan pada



setiap tahun buku, dilakukan untuek memenuhi kepentingan semua pihak yang
terkait dengan Perusahaan Parseroanwajilb mengungkapkan informasi
penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesual dengan
peraturan parundang-undangan yang berlaku secara tepal wakiu, akurat,
jelas dan obyektil.

Sistem Pengendallan internal Perseroan

Sistem Pengendalian Internal adalah suatu proses pengendafian terhadap kegiatan
Persaroan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi untuk mamberikan
jaminan kebenaran informasi kevangan, efekiivitas dan efisiensi proses
pengelolaan Persercan serta kepatuhan kepada perundang-undangan yang terkait
Perseroan senantiasa memelihara sistem pengendalian intarnal yang efektif untuk
mengarnankan investasl dan aset Perusahaan.

Sistem pengendalian internal yang dimaksud meancakup hal-hal antara lain

sebagai berikut

I. Lingkungan pengendalian internal dalam Perseroanyang disiplin ~ dan
terstruktur, yang terdiri dari.

integritas. nila: elika dan kompetens) pegawas,
cara yang dtempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan
tanggung jawabnya.
- pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusa.
perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi,

1 Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha yailu suatu proses untuk
mengidentifikasi, manganalisis, manilai dan mangelola nsiko usaha relevan;

3. Akiivitas pengendalian yaitu findakan-tindakan yang ditakukan dalam suatu
proses pengendalian terhadap kegiatan Persercan pada setiap tingkatl dan
unit dalam struktur organisasi Perusahaan, antara lain mengenai
kewenangan oforisasl, verifikas! rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja,
pambagian fugas dan keamanan terhadap asel Perusahaan;

4. Sistem informasi dan komunikasi yailu suatu proses penyajian laporan
mengenal kegatan operasional, finansial, den Ketaatan atas ketenfuan
dan peraturan yang berlaku pada Perusahaan,
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5. Monitoring yailu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian
internal termasuk fungsi infemal audit pada setiap tingkat dan unit strukiur
organisas| Perusahaan, sehingga dapat diaksanakan secara optimal, dengan
katentuan bahwa penyimpangan yang tefjadi didaporkan kepada Direksi
dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris

6. Kebijakan Sistem Pengendalian Internal Persercan disusun secara
tersendiri dan merupakan satu kesaluan yang fidak fterpisahkan
Kecukupan Sistem Pengendafian Internal Perseroan dievaluasi setiap
tahun oleh SP| dan dilaporkan kepada Direlsi dan Dewan Komisans

6. Manajemen Risiko

Persaroan berkomiimen mengelola semua nsiko secara efektif dan efisien

1 Menerapkan Manajemen Riisiko Horporas: yang tenniegrasi dalam proses
perencanaan sirategis maupun operasional Perusahaan, sebagai perwujudan
dari panerapan lala kelola Persercan yang baik (GCG),

2. Direksi, zebagai pemegang akuntabilitas teringgl dalam Pengelolaan Risiko,
memberikan arahan siralegis dan menetapkan Parametar Risiko,

3 Karyawan, sebagal pamilik risiko dan pengelola risiko dituntut untuk bertanggung
jawab dan akuntabel untuk mengelala risiko secara konsisten dan berkelanjutan,
sesuai dengan langgung jawab masing-masing.

4 Dirgksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan Manajeman
Risiko berjatan efektif dan menjadi bagian dari operasional Perusahaan, serta
memasiikan bahwa semua risiko barada pada level loleransi yang dapal diterima
selaras dengan strategi Perusahaan,

Pengelolaan Aset

Tujuan pengelolaan asel Persercan adalah uniuk menjaga terpeliharanya nilai dan
manfaal asel sehingga manunjang kelancaran operas: Perseroan dalaem pencapaian
Visi dan Misi Perusahaan

Dewan Komisaris dan Direks: harus memastikan bahwa Perseroan memiliki strategi
pengelclaan aset yang selaras dengan stralegi korporasi dalam jangka panjang dan
jangka pendek.

Kebijakan Yang torkait dengan Stakeholders
Menitik beratkan kegiatan komunikasi internal dan  ekternal  secara
berkesinambungan baik lisan maupun tulisan dalam upaya maningkatkan panarapan



10.

11.

GCG. Melibatkan para pemegang saham dan pelaku pasar modal dalam diskusi,
memberikan berbagai informasi dan paparan publi melaiui media komunikas! antara
lain publikasi laporan keuangan secara penodik sera updeled websile.

Kebijakan Teknologi Informasi

Mengoplimalkan sumber deya Tekndiogi Informasi (IT) sebagai sarana uniuk
mengeioia panyebar luasan informasi dan dituangkan ke datam [TMP (IT Master
Ptan} serta Work Instruction 1T,

Pengelolaan Kredit Jangka Panjang dan Jangka Pendek

1. Hak & Kewajiban Persaroan kepada Kreditur dituangkan dalam bentuk perjanjian,
antara lain mangatur hak-hak dan kewajiban finrancial dan non financial

2. Kebyakan sebagai avalist (penjamin)

3. Kebijakan pengguraan dana

Struktur Tata Kelola Perseroan

Drgan Perseroan yang terdin dan RUPS, Dewan Komisans dan Direksi, mempurnyai
peran penting dalam pelaksanaan GCG secars efeklif Organ Perseroan harus
menjalankan fungsinya sezuai dengan ketentuan yang beraku atas dasar prinsip
bahwa masing-masing organ mempunyal independensi dalam melaksanakan tugas,
fungsi dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perusahasan.
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BAGIAN KEDUA
ORGAN PERSEROAN

I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
A. Dasar hukum antara lain :

1.
a.

UU No.40 Tahun 2007 tentang Persercan Terbatas

Peraturan Oforitas Jasa Keuangan No 32/POJK 04/2014 tanggal B8 Desember
2014 tantang Rancana dan Panyelenggaraan Rapat Umum Pamegang Saham Parseroan
Terbuka

Peraturan (loritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.042017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 32/POJK 0472014 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapal Umum Pemegang Saham PerseroanTerbuka

Peraturan Otontas Jasa Keuangan No. 31/POJK 04/2015 tentang Keterbukaan Informas
atai Fakla Matenal cleh Emien atau PerseroanPublik

Anggaran Dasar Perusahaan

B. RUPS datam Perseroan :

2

RUPS terdin atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya

RUPS tahunan wajib disslenggarakan dalam jangka waktu paling lambat £ (enam) bulan
satelah tahun buku berakhir.

RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan wniuk
kepentingan Perseroan

C. RUPS Tahunan, meliputi :
a RUPS mengenal perselujuan laporan tahunan (memuat sekurang-kurangnys laporan

ksuangan, laporan kegaian Perusahaan, laporan pelaksanaan tanggung awab sosial dan
kngkungan, rincian masalah yang timbul yang mempengaruhi kegiatan Perusahaan,
laporan fugas pengawasan cleh Dewan Komisaris, anggola Direksi dan anggota Dewan
Komisans, Gaji dan lunjangan anggota Direks: dan gaji atau honorarium anggota Dewan
Komesans) diadakan dalam wakiu paling lambat & (enam) bulan setelah fahun buku
berakhir,;
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RUPS Tahunan mengenal penetapan penggunaan laba;
Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (d'h Bapepam-

LK),

Jika periu mengisi iowongan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisans Perusahaan,
Laporan Penggunaan Dana IPO, Rights Issue, Oblgas: (bila ada). dan
Mata Acara rapat [ainnya.

D. Penyelenggaraan RUPS :
Permintaan penyelenggaraan RUPS

1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sarma mewakili 1/10 (satu
per sepuluh) atau lebih dan jumiah seluruh Saham dengan hak suara. kecuali
anggaran dasar Perseroan menentukan suatu jurnlah yang lebih kecil, dapat meminta
agar diselenggarakan RUPS.
Permintaan penyslenggaraan RUPS sabagaimana dimaksud pada No (1a) diajukan
kepada Direksi dengan sural lercatat disertai slasannya.
Permintaan penyeienggaraan RUPS sabagaimana dimaksud pada Mo (1a) harus:
= Dilakukan dengan itikad baik;
-  Mempertimbangkan kepentingan Perseroan,
— [Disertai dengan alasan dan bahan terkail hal yang harus diputuskan dalam
RUPS;
- Tidak berentangan dengan Peraluran Perundangan dan Anggaran Dasar
Perseroan, dan
— Usulan penyelgnggaraan RUPS darn Pemegang Saham (ersebut harus
merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS dan menurul
penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan.
Dereksi waph melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham dalam
jangka wakiu paling lambat 15 (lima belas) han terhitung sajak tanggal permintaan
penyalenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada No (1a) ditenima Direksi
Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada
No (1d). pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan
RUPS kepada Dewan Komisaris.
Dewan Komisans wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham
dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) han terhitung sejak tanggal
perminiaan panyelenggarsan RUPS sebagaimana dimaksud pada No (1e) diterima
Dewsn Komisaris.




g. Dewan Komisaris dan Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka

wakiu sebagaimana dimaksud dalam No (1d) dan No (1f). Direksi dan Dewan
Komisars wajib mengumumkan
Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dan Pemegang Saham sebagasmana
dimaksud dalam No (1a) dan Alasan tidak disslenggarakannya RUPS.
. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada No (1g) dilakukan dalam jangka waikiu
paing mbat 15 (lima belas) har sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan
RUPS dari Pemegang Saham sebagasmana dimaksud datam No (1d) dan No {1f)
Pengumuman sebagaimana dimaksud pada Mo (1g) bagl Perseroan yang sahamnya
tercatal pada Bursa Efek paling kurang melalui
~ 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- Situs web Bursa Efek; dan
Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan atau bahasa asing, dengan
ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa inggris.

Calam hal pengumuman menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada

MNo (11) memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang

mengqunakan Bahasa Indonesia

. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pengumuman, maka informasi

sebagaimana dimaksud pada No (5)) maka informasi yang digunakan sebagai acuan

adalah nformas: dalam Bahasa Indonesia

Buktl pengumuman sebagaimana dimaksud pada No (1]) beserta salinan surat

permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimakswd dalam No (1b) waiib

disampaikan kepada Otoritas Jasa Kauangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah

pengumuman.

. Dalam hal Dewan Komisaris lidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana

dimaksud dalam No (1f) Femegang Saham sebagaimana dimaksud daiam Mo (1a)

dapat mengajukan pemniniaan disslenggarakannya RUPS kepada Ketua Pengadilan

Megern yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Persemoan untuk

menetapkan pambenan i2in diselanggarakannya RUPS

. Pemegang Saham vyang t2iah memperoleh penetapan pengadian  untuk

menyelenggarakan RUPS sabagaimana point { 1m), wajib:

1. Meiagkukan pengumuman pemanggilan akan diselenggarakan RUPS.
pangumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai
dengan Peraturan Otortas Jasa Keuangan



2.

Melakukan pembertahuan sksn diselenggarakan RUPS dan menyampaikan
bukli pergumuman, bukli pemanggilan, nsatah RUPS, dan bukfi pengumuman
ringkasan risaiah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada Otoritas Jasa
Keuvangan sesual dengan Peraturan Oloritas Jasa Keuangan.

Melampirkan dokumen yang memuat nama Pemegang Saham serta jumilah
kepemilikan Sahamnya pada Persercan yang lelah mempercleh penstapan
pengadilan unfuk menyeignggarakan RUPS dan penetapan pengadilan kepada
Otoritas Jasa Keuangan terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut

0. Pemegang Saham sebagaimana point (1a) wajib tidak mengalihkan kepamilikan
Sahamnya dalam jangka wakiu paling sedikii 6 (enam) bulan sajak RUPS. jika
permintgan penyelenggaraan RUPS dipanubl Direksl atau Dewan Komisaris atau
ditetapkan oleh Pengadilan,

2. Tempat! dan Wakiu Penyelenggaraan RUPS .

Perseroan wajib menantukan tempat dan waktu panyalenggaraan RUPS.

Tempal penyelenggaraan RUPS wajib difakukan di wilayah Republik Indonesia,
yailu dapat diadakan di

1.
2.

a.
b.
C

Tempat kedudukan Perseroan,

Tempatl Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;

ibu kota provinsi dimana tempal kedudukan atau tempal kegiatan usaha utama
Fersergan; atay

Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana Saham Perseroan dicatatkan

3. Pemberitahuan RUPS
Direksi menyslenggarakan RUPS dengan didahului oleh pembearitahuan RUPS kepada
Dioritas Jasa Keuangan. pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS.
Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas
Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) har kerja sebelum pengumuman RUPS,
dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS
Mata acara RUFS sebagamana dimaksud Mo, {3a) wapb diungkapkan secara jelas
dan rinci
Dalam hal lerdapat perubahan mata acara RUPS ssbagaimana dimaksud pada Mo
{3b) Persernan wajib menyampakan perubahan mata acara dimakswed Otoritas Jasa
Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS



d

Ketentuan No (2} muiatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan panyelenggaraan
RUFS pleh Pamegang Saham yang telah memperoieh penetapan pangadilan untuk
menyaienggarakan RUPS sebagaimana pada point No (10)

4. Pengumuman RUPS :

Parseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham paiing
lambat 14 (empat belas) har sebelum pemanggidan RUPS, dengan fidak
memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan
Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada No (1a) paling kurang memuat
- Ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS
Ketentuan Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
Tanpggal penyelenggaraan RUPS. dan
Tanggal permanggilan RUPS
Dalam hal RUPS diselenggarakan alas permintaan Pemegang Saham
sebagaimana dimaksud Mo (4b) selain memust hal yang disebul pada No (1b),

pangumuman 5 1S sebagarmana denaksud pacts No (14) wajib memuat infoarmasi
batwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan das
Pemegang Saham.

Fengumuman RUPS kepada Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada No
{1a) bagi Perseroanyang sahamanya tercatal pada Bursa Efek paling kurang melalui-
= 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
- Situs web Bursa Efek; dan
-  Situs web Persercan dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing dengan
ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa nggns.
Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dmaksud
padaMNoi4 d.(3)) wajib memual informasi yang sama dengan informas: dalam
Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pengumuman pada No (4e),
maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa
Indonesia
Bukti pengumuman RUPS sebagamana dimaksud pada Mo (4d (1) wajib
disampaikan kepada (Morilas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja
setelah pengumuman RUPS.



Dalam ha!l RUPS diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saharn,
penyampaian bukti pengumuman RUPS sabagaimana dimaksud pada No (4g)
disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana No
(1b)

Ketentuan No (4) mutatis mutandss berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan
RUPS oleh Pemegang Saham yang telah memparcéeh penetapan pengadilan untuk
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Na (1n).

Femegang Saham dapat mengusulkan mata acara Rapat secara terulis kepada
Direksi paling lambat 7 {tujuh) han sebalum pemanggilan RUPS.

. Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata scara Rapsl sebagaimana
dimaksud pada No (4)) adalah 1 (satu} Pernegang Saham atau lebih yang mevwakili
1/20 {satu per dua puluh) atau lebih dan jumiah seluruh Saham dengan hak suara,
kecual anggaran dasar Persercan meneniukan sualu jumilah vang lebih kacil
Usulan mata acara Rapat sehagaimana dimaksud pada No (4)) harus:

a8 Dilakukan dengan tikad baik,

b Mempertimbangkan kepentingan Persercan.

€ Menyerakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan

d  Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan.

Usulan mata acara rapal dan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada No
i4]) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS

Parseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat darl Pemegang Saham
sebagaimana dimaksud pada No (4]) merupakan mata acara yang membutuhkan
keputusan RUPS

Pemanggilan RUPS

. Perseroan wajio melakukan pemanggilan kepada Pemegang Saham paling lambat
21 (dua puluh satu) hari sebetum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal
pernanggilan dan tanggal RUPS

b, Pemanggilan RUPS sebagamana dimaksud pada ayat 7 huruf a pasal i paling

kurang memual nformasi:
- Tanggal penyelenggaraan RUPS,
- Wakiu penyelenggaraan RUPS;
- Tempat penyelenggaraan RUPS;



- Ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS;

- Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut: dan

- Informasi yang menyatakan bahan terkail mata acara rapal lersedia bagi
Pemegang Saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai
dengan RUPS disslenggarakan

. Pemanggilan RUPS kepada Pemagang Saham sebagaimana demaksud pada No

(5.a) bag: Persaroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling kurang malalui
- 1 {satu) surat kKabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
- Situs web Bursa Efek; dan

- Situs web Persercan dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing dengan
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggns.

Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud
pada MNo (5c} wajib memual informasl yang sama dengan informasi dalam
pemanggilan RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia

Cratam hal lerdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam
Bahasa asing dengan nformasi pada pemanggilan dalam Bahasa Indonesia
sebagaimana dimaksud pada Mo (5d), informasi yang digunakan sebagai acuan
adalah miormas) dalam Bahasa Indonesia

Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada No (5 c) wajib disampaikan
kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) har kerja sstelah
pemanggilan RUPS

Ketentuan Mo, (5) mutatis mutandis beriaku untuk pamanggilan penyelenggaraan
RUPS oleh pamagang saham yang telah mempercleh penetapan pangadilan untuk
menyelenggarakan FUPS sebagaimana dimaksud dalam No (1.n)

Persargan wajib menyediakan bahan mata acara rapal bag pemagang saham
Bahan mats acara rapatl sebagaimana dimaksud pada No (5 h) wajib tersadia sejak
tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS,
Dalam hal ketentuan paraluran perundang-undangan lain mengatur kewajiban
ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dan kelentuan sebagaimana
dimaksud pada Mo (5i), penyediaan bahan mata scara rapat dimaksod mengikuti
ketentuan peraturan perundang- undangan lain fersabul



Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada No (5.4) dapat
berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokuman alekironik

Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada No (5 k) diberkan secara cuma-
cuma dikantor Ferseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang sgham.

Saknan dokumen elekironik sebagaimana dwmaksud pada No (5 k) dapat diakses atau
diunduh melalul stus Web Perseroan

Dalam hal mala acara rapat mengenal pengangkatan anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisans, daftar rewayal hidup calon anggota Direks dan‘atau
anggota Dewan Komisans yang akan diangkat wajib tersedia

= D situs web Perseroan paling kurang seiak sasl pemanggilan sampal dengan
penyelenggaraan RUPS: atau

= Padawaktu lain salan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling
lambat pada saal penyelengoaraan RUPS. sepanjang diatur dalam peraturan
perundang-undangan

Perseroan wajib melakukan ralal pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan

informasi dalam pamanggilan RUPS yang teiah dilakukan sebagaimana dimaksud

dalam No (5.b).

. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud No (50) memuat
informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan
mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata
cara pemanggiian sebagaimana diatur dalam No (5)

Kelentuan kewajiban meJakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana
dimaksud pada Mo (5p) tidak berlaku apabia ralat pemanggilan RUPS mengena:
perubahan atas tanggal penyeienggaraan RUPS dan/atau penambahan mala acara
RUPS diakukan bukan karena kesalahan Perseroan

Bukli ralal pemanggilan bukan merupakan kesalahan Persercan sebagaimana
dimaksud pada No (5.q) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan padahari yang
sama saal ddakukan ralat pemanggilan

. Ketentuan meda dan penyampaian bukli pemanggilan RUPS sebagaimana
dimaksud dalam No (5.c) dan No (5 f) mutatis mutandis berlaku untuk media ratat

pemanggilan RUPS dan penyampasan bukti ralal pemanggilan RUPS sebagaimana
dimaksud pada No (5 o).



L Peamanggilan RUPS kedua dilskukan dengan ketenluan sebagai berikut:

- Pemanggitan RUPS kedua dilakukan dakam jangka wakiu paling lambat 7 (lujuh)
han sebelum RUPS kedus dilangsungkan

- Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebulkan RUPS pertama telah
dilangsungkan dan bidak mencapas kuorum kehadiran Ketentuan inl berlaku
tanpa mengurang peraturan Pasar Modal dan Peraturan Perundangan lainnya
serla peraturan Bursa Efek di tempat di mana Saham Perserocan dicatatkan.

- RUPS kedus dilangsungkan datam janghks wakiu paling cepat 10 (sepuluh) hari
dan paling lambal 21 (dua puluh satlu) har setelah RUPS pertama
dilangsungkan.

U Keteniuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS sabagaimana
dimaksud Mo [5c) sampal dengan Mo (57) dan Mo (50,5p.5r.55) mulatis mutandis
berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua

v Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan °

- Pemanggian RUPS kefiga atas permohonan Persergan ditetapkan oleh Otoritas
Jasa Keuangan.

- Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedus telah
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran

E Hak Pemegang Saham

1

Pemegang saham baik sendii maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak
menghadini RUPS.

Femegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalsh pemegangsaham yang namanya
tercatat dalam daftar pemegang saham Persernan 1(satu) han kera sebalum pemanggilan
RUPS.

Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam No (C 5 0). pemagang
saham yang berhak haow dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanyatercatal dalam
dahar pamegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralal pemanggilan RUPS.
Pada saal pelaksanaan RUPS, pemegang seham berhak mempercleh informasi mata
acara rapat dan bahan terkait mata acara rapal sepanjang tidak berlentangan dengan
kepentingan Persercan



F. Pimpinan RUPS

1.

F

10.

RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk cleh Dewan Komisaris.
Dalam hal semua anggota Dewan Komisans tidak hadir atau berhalangan hadir, maka
RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi

Dalam hal semua anggota Dewan Komisans atau anggota Direksi hdak hadir atau
berhaiangan hadir sebagaimana dimaksud pada No (1) dan Na (2). RUPS dipimpin oleh
Femegang Saham yang hadir datam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
Dalam hal anggota Dewan Komisars yang ditunjuk oleh Dewan Komisans untuk
memimgin RUPS mempunyai benturan kepentingan cengan mala acara yang akan
diputuskan dalam RUPS. maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya
yang tidak mempunyal benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
Dalam hal samua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS
dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk aleh Direksi,

Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk mamimpin RUPS
mempunyai benturan kepentingan atas mala acara yang akan diputuskan datam RUPS,
RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyal benturan kepentingan.

. Dalam hal semua anggola Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin aleh

sakah seorang Pemegang Saham bukan pengendall yang dipdlih oleh mayoritas Pemegang
Saturn lainnya yang hadir dalam RUPS.
Pada saat pelaksansan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham
yang hadir
Pokok-pokok tata tertib RUPS harus dibacakan sebatum RUPS dimulai
Pada saal pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib mamberkan penjelasan kepada
Pemegang Saham paling kurang mengenal
Kondisi umum Ferseroan secara smgkat;
Mata acara rapat.
Mekanisme pengambilan kaputusan terkait mata acara rapat. dan
Tala cama penggunasn Hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan
dan‘atau pendapat.

G. Keputusan, Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS

1

2

Keputusan RUPS diambi berdasarkan musyawarah untuk mufakat

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakal sebagaimana dimaksud
pada No (1) idak tercapai, keputusan diambil melalui pemungulan suara.



3. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada No
(2) wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum
keputusan RUPS.

4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mala acara yang harus
diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan

a RUPS dapa! dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari % (satlu per dua) bagian
dari jumiah seluruh Ssham dengan hak suara hadir atau diwakill, kecuali Undang-
Undang dan/atau anggaran dasar Perserpan menaniukan jumiah kuorum yang
lebih besar

b Dakam hal kuorum kehadiran sebagasmana dimaksud dalam huruf a tidek lercapai,
maka Rapa kadua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengilkat
apabila dihadir oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit ' (satu per
tiga) bagian dari jumiah seluruh Saham dengan hak suara yang sah dan keputusan
adalah sah jika disetujui okeh lebih dari o (satu par dua) bagian dan jumiah seluruh
Saham dengan hak suara yang hadr dalam Rapat kecuali anggaran dasar
Perseroan menentukan jumiah kuorum yang labih besar

¢ Keputusan RUPS sebagasmana dimaksud huruf a dan b adalah sah jika disetujui
oieh lebih dari ¥ (satu par dua) bagian dan seluruh saham dengan hak suara yang
hadir dalam RUPS, keacuak Undang-undang dan/anggaran dasar Perserpan
menantukan bahwa keputusan adalah sah jika disetuji oleh jumiah suara setuju
yang labih basar,

5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPE kedua sebagasmana dimaksud pada Na (4)
hurut b tidak tercapal. RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah
dan berhak mengambil keputusan pka dihadin oleh Pemegang Saham dari Saham
dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang
ditetapkan oleh Otontas Jasa Keuangan atas permohonan Persaroan

6. Kuorum kehadiran dan kvorum keputusan RUPS uniuk mata acara perubahan
anggaran dasar Perseroanyang memariukan persetujuan Mentar Hukumdan Hak Asasi
Manusia, kecuah perubahan anggaran dasar Persercan dalam rangka memperpaniang
fangka wakiu berdirnya Parseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut

a RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadin olsh pemegang saham yang
mawakih pafing kurang 23 (dua per tiga) bagian dari jumiah seluruh saham dengan
hak suara yang sah

b Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada hurul a adalah sah jika disetujui
oleh lebih dan 273 {dua per biga) bagan dar seluruh saham dengan hak suara

e e . e T T T T e e o ——



yang hadir dalam RUPS.

¢ Dalam hal kuorum kehadiran tersebut fidak fercapal, maka dalam Repat kedua
adatah sah apabila dihadin cleh Pemegang Saham dan/atau wakil-wakil mereka
yang mewakili paling sedikat ' (tiga par ima) bagian dan jumiah ssluruh Saham
dengan Hak suara yang sah

d  Heputusan disetujul oleh Pemegang Saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah
yang bersama-sama mewskili sedikit-dikitnya lebih dari ' (satu per dua) bagian
dari jumiah seluruh Saham dengan Hak suara yang hadic dalam Rapat.

e Dalam hal kuorum kehadran pada RUPS kedua hdak tercapai, RUPS ketiga dapat
diadakan dengan kelentuan RUPS kefiga sah dan berhak mengambil kepultusan
jilka dihadiri oleh Pemegang Saham dan Saham dengan Hak suara yang sah
dalam kuorum kehadiran dan kuorum kepulusan yang ditetapkan cleh Diorilas
Jasa Keuangan atas permohonan Parsancan.

7. Kuorum kehadwan dan kworum kepufusan RUPS untuk mata acara mengalhkan
kekayaan Perserpan atau menjadikan @aminan utang kekayaan Persercan yang
rmerupakan lebih dan 50% (lima pulsh persen) jumiah kekayaan bersih Perseroan dalam
1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkatan satu sama lain maupun tidak atau kebih
baik yang berkaitan salu sama lain maupun Gdak, penggabungan peleburan,
pengambslaihan, permisahan. pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailil,
perpaniangan jangka wakiu berdirinya Persercan, dan pembubaran Pewseroan,
dilakukan dengan ketentuan sebagai barjkut -

a Rapal harus dihadin oleh Pemegang Saham lainnya yang mewakil paling sedikit
% (tga per empal) bagian dari jumilah seluruh Saharm dengan hak suara yang sah

b. Keputusan adalah sah jika disetujul okeh lebih dari 3 (tga per empat) bagian dari
jumiah seluruh Saham dengan hak suara yang hadic dalam Rapat

¢. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana tersebut distas tdak lercapal, maka
dalam Rapal kedua adalan sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham vang
menwakili paling sedikit % (dua per tiga) bagian dari jumiah selurush Saham dengan
hak suara yang sah

d HKeputusan adalah sah jika disetujur okeh lebih darl % (tiga perempat) bagian dari
jumiah seluruh Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

& Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai. RUPS ketiga dapat
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan
|ika dihadiri oleh Pemegang Saham dari Saham dengan hak suara yang sah dalam
kuorum kehadiran dan kuorum kepulusan yang ditetapkan oleh Olorilas Jasa
Keuangan atas permohonan Perseroan.
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Kuorum kehadiran dan kuorem keputusan RUPS untuk menyetujui mata acara transaks
yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketenfuan sebagai berikut

i

i

RUPS dapat dilangsungkan jika RUFPS dihadir oleh Pemegang Saham Independen
yang mewsakili lebih dari % (satu per dus) bagian dar jumiah seluruh Saham
dengan Hak suara yang sah yang dimiliki pleh Pemegang Saham independen
Kepulusan adalah sah jika diselujui oleh Pemegang Saham Independen yang
mewakil lebih dari % (satu per dua) bagian dari jumiah seluruh Saham dengan
Hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham [ndependen;

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, maka dalam
Rapal kedus dapat disdakan dengan ketentusn RUPS dihadin oleh Pemegang
Saham Independen yang mawakill lebih dari ¥ (satu perdua) bagman dari jumiah
seluruh Saham dengan Hak suara yang sah yang dimdikn oleh Pemegang Saham
indepanden

Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ' (satu perdua)
bagian dan jumiah seluruh Saham yang dimiikn oleh Pemegang Saham
Independen yang hadir dalam Rapat. dan

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada
huruf ¢ tidak tercapal, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga
sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadii oleh Pemegang Saham
Independen dari Saham dengan Hak suara yang seh, dalam Kuorum kehadiran
yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan
Keputusan RUPS ketige adalah sah jka disetujui cleh Pemegang Saham
independan yang mewakili lebih dan 50% (ima puluh persen) Saham yang dimiliki
oleh Pemegang Saham Indepanden yang hadir.

Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan danggap telah
memberikan kepulusan yang sama dengan keputusan yang disetuul oleh
Pamegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan

Pemegang Saham dengan Hak suara yang hadir dalam Rapat namuon tidak
mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoriias Pemegang Saham yang mengaiuarkan suara

Datam pamungutan suara. suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku
untuk selurun Saham yang dimilikinga dan Pemegang Saham tidak berhak
memberikan kuasa kepada lebih dar seorang kuasa untuk sebagian dari jumiah
Saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda

b. Metentuan sebagaimana dimaksud pada 10 (a) dikecualikan bagl



1. Bank Kustodian atau PerseroanEfek sebagal Kustodian yang mewakil
nasabah-nasabahnya pemilik Saham Persercan.
2. Manajer Investasi yang mewakill kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya
11. a Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.
b. Risalah RUFS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapal dan pakng
sadilil 1 (satu) oreng pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh pasarta RUPS.
€. Tanda tengan sebagaimana dimaksud pada 11.b tidak disyaratkan apabila risaiah
RUFS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibual oleh
notans.

12 a Risalsh RUPS sebagaimana dimaksud dalam 11a wajib disampaikan kepada
Otontas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) han setelah RUPS
diselanggarakan

b Dalam hal waktu penyampaian nsalah RUPS sebagaimana dimaksud pada 11 a jatuh
fada han libur. nsatah RUPS tersebut wajib dssampaikan paling lambat pada hari kerja

berikutnya.
13 a Ringkasan riselah RUPS sabagasmana dimaksud dalam No 11.a wajib memuat
informasi paling kurang:
I Tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, wakiu pelaksanaan RUPS, dan
miata acara RUPS,

I Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pacta saat RUPS;

. Jumiah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan
persentasenya deri jumiah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang
sah;

iv. Ada tidaknya pemberan kesempatan kepada pemegang saham unfuk
mengajukan peranyaan dan/atau memberikan pendapal terkait mata acara
rapat,

v. Jumiah pemegang saham yang mengajukan peranyaan dam atau
mamberikan pendapal lerkait mata acara rapat, jka pemegang saham diberi
Kesempatan;

vi. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS.

vil. Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara sstuju, tidak setuju, dan
abslain (bdak memberkan suara) untuk setiap mafa acara rapal. jika
pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suars.

Vil Keputlusan RUPS: dan
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i Kelsksanaan pembayaran dividen tunal kepada pemegang saham yang
berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen
tunai.

b Ringkasan nsalah RUPS sebagaimana dmaksud pada 13.a bagl Perseroan yang
sahamnya tercatat pada Bursa Efex wajib dumumkan kepada masyarakat paling
kurang melaiui
i 1 (satu) surat kabar harian berbahass Indonesia berperedaran nasional;

. Sidus web Persaroan, dalam Bahasa Wndonesia dan bahasa asing, dengan
ketentuan bahasa asing yang digunakan pafing kurang bahasa Inggris

c Ringkasan risalah RUPS sshagamana dimaksud pada 13 8 bagi Perseroan yang
sahamnya fidak tercstat pada Bursa Efek. wajib diumumkan kapada masyarakat
paling kurang melahul .
i1 (satu)suratkabarharian berbahasa Indonesia yang barperadaran nasional; dan
i Situs web Persaroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan

ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris

d. Ringkasan risalsh RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud
pada 13.buill dan 13 c.ii wajlb memuat informasi yang sama dengan informasi dalam
ringkasan risatah RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia

& Dalam hal terdapal perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPS
dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa
Indonesia sebagaimana dimaksed pada 13d, mformas: yang digunakan sebagal
acuan adalah Bahasa indonesia.

. Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada 13 b dan 13¢c
wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) han kerja setelah RUPS
diselenggarakanmn,

g Bukti pengumuman fingkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada 13.b.1 dan
13.c.i wajib disampaskan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) han
karja setelah diumumkan,
14,  Ketenluan No.12.a dan 12b, serta No. 13b, 13.c. 131 dan 13.g mutatis mutandis
beraku unfbuk:
i penyampaian kepada Otoritas Jasa Heuangan atas nsalah RUPS dan ringkasan
rigalah RUPS yang diumumkan: dan
i pengumuman ringkasan risalah RUPS dan penyelenggaraan RUPS oleh
pemegang saham yang telsh memperoleh penefapan pengadilan uniuk
menyalenggarakan RUPS sebagamana dimaksud dalam B4 o
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16,

Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkat dengan pembagan dividen tunai
Ferseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham
yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) han setelah diumumkannya ringkasan risalah
RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai,

Il. DEWAMN KOMISARIS
A. Dasar hukum antara lain

1
2

LU No- 40 Tahun 2007 tentang Persercan Terbalas,

Keputusan Dirgksi PT Bursa Efek Jakarta Mo Kep-305/BENOT-2004 tanggal 19 Juli 2004
{Peraturan Mo l-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bessifat Ekuitas Selain Saham
Yang Diterbitkan Oleh PersaroanTercatat).

Peraturan Oloritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan
Komesarns Emintan dan PerseroanPublil.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Mo, 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015
tentang Keterbukaan Atas Informasi atsu Fakla Material Oleh Eminten Atau
PerseroanPublik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No, 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kapamilikan
atau Setiap Perubahan Kepemilkan Saham PerseroanTerbuka.

Peraturan Menteri Negara BUMN Ne: PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan
Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Persercan Badan Usaha Mikk
Negara

Anggaran Dasar Perusahaan.

B. Eganggotaan Dewan Komisaris

1.

Dawan Komisaris paling kurang terdin dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisars
yang mana seorang dantaranya diangkat menjadi Komisans Utama

Dalam hal Dewan Komesars terdin dar 2 {dua) orang anggola Dewan Komisaris, 1
(satu) di antaranya adalah Komisaris indepanden.

Daiam hal Dewan Komisaris terdirl lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisans,
jumlah Komisans Independen wajib paling kurang 30% (iga puiuh persen) dari jumiah
seluruh anggota Dewan Komisaris.

Ketertuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota
Direksi sebagaimana dimaksud dalam il {(B.6), (B.7) dan (8 8) mutatis mutandis bertaku
bagl anggota Dewan Komiésaris



10

11

Selain memenuhl ketentuan sebagasmana dimaksud pads pont 5 dislas, Komisaris

Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a8} bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyal wewenang dan tenggung
jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan afay mengawas:
kagiatan Persercan dalam wakiu 6 (enam) bulan terakhir, kecual untuk
pengangkatan kembali sebagai Komisans Independen Persercan pada pefiode
berikutnya,

b} tidak mempunyai saham baik langsung maupun lidak [angsung pada Perseroan,

c)  hdak mempunya hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisars,
anggota Direksi ateu pemagang saham ulama Perseroan. dan

di  tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang
berkaitan dengan kegiatan usaha Persercan tersebut

Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketenfuan:

a. UUPT,

b. Peraturan Perundangan di bidang Pasar Modal; dan

€. Peraturan Perundangan [ain termasuk peraturan yang terkait dengan kegatan
usaha Persancan.

Persaroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melskukan penggantian anggots
Dewan Komisaris yang tidak mamenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
(B.5), (B.6) dan(B.T)

Ketenfuan mengenal pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan Direhsi
sebagaimana dimaksud dalam Il (B.3). (B4}, (B.5), (B.6), (B.T) dan (B.B) mulalis
mutandis berfaku bagl anggota Dewan Komisaris.

Anggota Dewan Komisans dapal merangkap jabatan sebagai
i Anggota Diweks: palmg banyak pada 2 (dua) Emiten atau Persercan Publik lain:
dan
i Anggota Dewan Komisaris pafing banyak pada 2 [dua) Emfen atau
PersaroanPublik lain.
Angagota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada’s
(ltma) komite di Emitén atau PerseroanPublik dimana yang bersangkutan juga menjabal
sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris
Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagsmana dimaksud pada (B.12) hanya

dapat diskukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
lainnya.



12. Dalam hal terdapal peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan
mengenal rangkag jabatan yang berbeda dengan kelentuan dalam Peraturan Cloritas Jasa
Keuangan, berlaku keteniuan yang mangatur labih ketal

14. Komisaris independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jebatan dapat
diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisars independen tersebut
menyatakan dirinya telap independen kepada RUPS

15 Pemyataan independensi Komisaris Indepanden sebagaimana dimaksud pada (B.15)
wajib diungkapkan dalam laporan tahunan

16. Dalam hal Komisaris Independen menjabsat pada Komite Audit. Komisans Independen
yang bersangkutan hanya dapat diangkal kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu)
penode masa jabatan Komate Audl benkutya

17 Usufan pengangkatan, pemberhantan, dan/atau penggantian anggota Direks: kepada
RUPS sebagaimana dimaksud dalam (Il (B.13) mutatis mutandis berlaku bagi anggota
Dewan Komisaris.

18,  Katenluan mengenai pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam
M{C. 1), {C.2), (C.3) dan [C 4) mutatis mutandis berlaku bagl anggota Dewan Komisaris.

C. Tugas dan Tanggung Jawab Serta Hak dan Wewenang Dewan Komisaris
|.  Tugas dan Tanggung Jawab

1. Melakukan pengawasan dan bedanggung-iawab atas pengawasan lerhadap
kebdjakan pengurusan, falannya pengurusan pada umumnya, baik mengena
Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihal kepada Direksi
termasuk Rencana Jangka Panjang Perseroan, Pelaksanaan Rencana Ker@a dan
Anggaran Perseroan. ketentuan- ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS
dan peraturan parundang-undangan yang berlaku

2 Memberikan nasihal kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan untuk
menerapkan GCG sacara konsistan dan memiliki moral tinggi dalam berusahasera
bertindak sasuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-
unaangan yang berlakuy

3 Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesual dengan kelentuan
Anggaran Dasar Persarcan. keputusan RUPS dan ketentuanperaturan parundang-
undangan sena wajib melaksanakan prnsipiransparansi.  kemandirian,
akuntabilitas perlanggung jawaban serta kewajaran.

4. Dalam kondis! tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan
dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana distur dalam

peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar
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Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan
itikad baik, penuh tanggung fawab, dankehati-hatian.

Dalam rangka mendukung efekiivitas pelaksanaan tugas den tanggung jawabnya
Dewan Komisaris wajlb membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite
lainnya.

Dewan Komisans wajib metakukan evaluas! terhadap kinera komite yang
membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya seliap akhir tahun buku.
Ketentuan mengenai pertanggungiawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada
nomor 1 sampai dengan 9 mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab selengkapnya di ungkapkan pada Pedoman Tata Kera
Direksi Dan Dewan Komisaris

Dewan Komsaris membual Laporan Pengawasan Dewan Komisaris yang nantinya
akan disampaikan Pemegang Saham Mayortas dan RUPS.

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada
nomor 1 sampal dengan § mutatis mutand!s berlaku bagl Dewan Komisaris,

Tugas dan Tanggung Jawab selengkapnya di ungkapkan pada Pedoman Tata Kerja
Direksi Dan Dewan Kom:sarts,

Anggota Dewan Komisans wajib mengundurkan diri apabila terkena kasus baik psdana
yang mefugikan keuangan negara danfatau yang berkaitan dengan sekor keuangan
amar lain TPPU (Tindak Pdana Pencucian Uang)

Il Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

1
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Melihat buku-buku, surat-sural, sena dokumen-dokumen lainnya, memerikss kas
untuk kepenuan venfikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan
Perseroan

Memasuki pekarangan, gedung, dan kanlor yang dipergunakan cleh Pergseroan
Meminta penjelasan tentang segala hal yang menyangku! Perseroan kepada
Direksi

Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh
Direksl

Dewan Komisars berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan
menyebutkan alasannya

Dewan Komisans dapat melakukan tindakan pengurusan Persercan dalam
keadaan tertentu unluk Engka wakiu terentu



7. Wewenang sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan anggaran dasar alau
keputusan RUPS.
Hak dan Wewenang Dewan Komisaris selengkapnya di ungkapkan pada Pedoman
Tata Kerja Direksi Dan Dewan Komisars.

D. Rapat Dewan Komisaris

1

0.

Dewan Komisars wajib mengadakan rapal (Rapal Komisaris) paling kurang 1 (satu)

kali dalam 2 (dua) bulan

Rapat Dewan Komesaris sebagaimana dimaksud pada (D.1) dapat dilangsungkan

apabia dihadin mayoritas dan seluruh anggota Dewan Komisans.

Dewan Komisans wajib mangadakan rapat bersama Direksi sacara barkala paling

kurang 1 (satu) kah dalam 4 (empat) bulan,

Kehadiran anggota Dewan Komisars dalam rapal sebagaimana dimaksud padai{D.1)

dan (D3} wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan

Ketentuan mengenai penjadwalan rapat dan penyampaian bahan rapat Direksi

sebagaimana dimaksud datam Il (E.5). (E 8) dan (E 7) mutatis mutandis beriaku bagi

rapat Dewan Komisaris.

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud datam (D.1)

dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat

Dalam hal tidak tercapal keputusan musyawarah mufakst sebagamana dmaksud pada

(0.7}, pengambitan keputusan dilgkukan berdasarkan suara

Ketentuan mengenai hasil rapat dan rizsalah rapat Direksi sebagaimana dimaksod dalam

N{E.10). (E.11), (E 12) dan (E.13) mutafis mutandis bertaku bagi rapat Dewan Komisaris

Pemanggilan Rapat Dewan Homisars harus dilakukan cleh Komisans Utama dan

dalam hal Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak periu dibuktikan kepada pihak

manapun, maka pemanggilan rapat dilakukan oleh salsh secrang anggota Dewan

Komisaris.

Pemanggitan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis:

- Disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris
dengan tanda terima yang memadal, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa
kurr atau dengan telex, faksimili atau sural elektronik (e-mail) paling lambat § (ima)
han sebelum rapal diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan
dan tanggal rapal atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan
miendesak



Femanggilan seper tersabut di atas tidak diperiukan untuk rapat-rapat yang telah
dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisans yang diadakan
sebalumnya.

Pada rapat yang lelah dijadwalkan, bahan rapal dsampaikan kepada peserts
paling lama 5 (lima) harl sebelum rapat diselenggarakan.

Dalam hal terdapat rapal yang diselenggarakan diluar jadwal yang telah disusun,
bahan rapat disampaikan kepada pesena rapal paling lamba! ssbelum rapat
diselenggarakan

11.  Panggitan Rapat Dewan Komisans pada point 10 harus mencaniumkan agenda acara,
tanggal, wakiu dan fempal rapat Rapat Dewan Komisaris dadakan di tempal
kedudukan Perseroan atau ditempal lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di
ternpat kegiatan usaha Persercan. Dalam hal penambahan agenda repei, Rapat
Dewan Komisans bdak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Dewan
Komisaris atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan agenda rapat
tersabut

12. Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama

a

Dalam ha! Komisans Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Komisarns

Litama yang mamimpin rapat Dewan Komisaris, atau Anggola Dewan Komisaris

yang dilunjuk oleh Komisaris Utama yang memimpin rapat Dewan Komisaris

apabila pada saal yang bersamaan Wakil Komisaris Utama tdak hadr stau
berhalangan. atau Anggota Dewan Komisars yang ditunjuk oleh Wakil Komisaris

Utarma yang memimpin rapat Dewan Komisaris apabda pada saat yang

bersamaan Komisarie Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak melakukan

penunjukan

Apabila RUPS fidak mengangkal Wakil Komisaris Utama. maka dalam hal

Komisans Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Dewan Komisars

dipimpin oleh seocrang anggota Dewan Komisars lainnya yang ditumjuk oleh

Komesars Ulama.

1. Dalam hal Komisaris Utama tidak meiskukan penunjukan, maka anggota
Dewan Komisars yang paling lama menjabat sebagal anggota Dewan
Komisaris bertindak sebagai pimpinan rapat Dewan Komisaris. Rapat Dewan
Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat
apabila dihadiri dan atau diwakill oieh lebih dari 1/2 (setengah) jumiah anggota



= Dalam hal anggota Dewan Komesans yang paling lama menjabat sebagai
anggota Dewan Komisaria lebih dari salu orang. maka anggota Dewan
Komisans yang tertua dalam wsia bertindak sebagad pimpinan rapat.

— Dalam hal terdapat kebih dan satu usulan, maka didakukan pemilihan ulang
sehingga salah safu usulan mermperoleh suara lebit dari (satu per dua)
bagian dari jumiah suara yang dikeluarkan

Dalam Rapat Dewan Komisans, setiap anggota Dewan Komisaris berhak

mengeiuarkan 1 (salu) suara dan tambahan 1 (satu) suars unfuk setap

angoota Dewan Komisars fain yang dwakiinga dengan sah dalam repat
lersebut

. Susra blanko (absian) dianggap menyetujul usul yang diajukan dalam rapat

Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menantukan

jumiah suara yang dikeluarkan dalam rapat

. Pemungutan suara mengenai dirl orang dilakukan dengan sural suara tertutup

tanpa tanda tangan, sedangkan permungulan suara mengenal hal-hal lain

dilekukan secara ksan, kecuall Kelua Rapal menentukan [@in tanpa ada
keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir

. Keputusan Rapal Dewan Komisaris harus diambil berdasaerkan musyawarah

untuk mufakatl Jika kepulusan berdasarkan musyawarah uniuk mufakat tidak

lercapai, maka kepulusan harus diambil dengan pemungutan Suara
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) baglan dari jumiah suara
yang sah yang dikefuarkan dalam rapat yang bersangkutan

. Hasii Rapat Komisaris sebagaimana point 2 wajib dituangkan dalam Risalah

Rapat Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir datam rapat yang

ditunjuk oleh Ketua Rapat serla kemudian diandatangani oleh seluruh

anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh
anggota Dewan Komisans,

. Hasil Rapat Bersama Dewan Komisaris bersama Direksi sebagaimana

dimaksud dalam point 3 wagib dituangkan dalam Risalsh Rapat Risalah Rapat

harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua

Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris

dan anggota Dieksi yang hadir dan disampadkan kepada seluruh anggota

Dewan Komisaris dan anggota Direksl. maksimal 7 hari sejak disahkan



8. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komesaris dan'atau anggota Direks) vang
tidak menandalangani hasil rapal sebagaimana fersabul diatas, yang
bersangkuian wajib menyebutkan alasannya sacara fefulks dalam surat
tersendin yang dilekatkan pada risalah rapat.
9. Resaiah rapal tersebut diatas wajib didokumentasikan oleh Perseroan
10. Risalsh Rapat Dewan Womisaris merupakan bukti yang ssh untuk Para
anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang
diambil dalam Rapat yang bersanghkutan,
11. Dewan Komisaris dapst juga mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan Rapat Dewan Womisaris dengan ketenfuan semus anggots
Dewan Komisans telah diberitahu secara lerulis dan semua anggola Dewan
Komisaris memberikan perselujuan mengenal usul yang digjukan secara
terlulis sera menandatangani persetujuan tersebut.
12. Keputusan yang diambd dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan
Komisaris.
13 Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadin rapat secara fisik,
maka anggots Dewan Komasars dapal menghadin rapal dengan melaial
media ielekonferensi, video konferensi, atau sarana media elekironik lainnya
sesuai dengan keteniuan yang berlaku
14, Setmp anggota Dewan Komearis yang secara pribadi dengan cara apapuin,
D3 SeEag BgEun MEupun secara kdas langsung, mempunysl kepantmgan
dalam sualu rensaks. kontrak atau kontrak yang dissulkan dadam mana
Porsproan  menjadl  salah  saly  pihaknya, harus  dinyatakan  sifal
kepentingannya datam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk
ful dalam pengambitan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan
fr@nsakei atau kontrak tersebul
15. Hal-hal yang dibahas dalam rapat Dewan Komisaris, termasuk namun tidak
terbatas pada
- Kinara Persaraan satiap bulan meliputi pemasaran. penjuatan. BPP dan
laba barsih atas proyex-proyek mnduk serta enfitas anak, ans kas
perusahaan, serta parputaran piutang

-  [Kebiakan operassonal perusahaan. kebiakan Keuangan dan Akuntarsi
perusanaan,

- Monitoning investasi perusahaan



= Kebijakan telaghan atas usulan Direksi tentang RKAP dan RJPP
= Kebiakan telaghan atas usulan Direksi lainnya
- Arahan'keputusan RUPS terkait usulan Direksi
16. Pengambilan keputusan persetujuan terhadap usulan Direksi disampaikan
maksimal 7 - 11 harl kera.

E. Pedoman dan Kode Etik
1. Direksi dan Dewan Komisaris wajib meényusun pedoman yang mengikat

2. setap anggota Direks| dan anggota Dewan Komisaria.
i Pedoman sebagaimana dimaksud pada (E 1) paling kurang memuat

i Landasan hukum:

. Deskripsi lugas, tanggung jawab, dan weweanang.

. Nikai-nikai;

. Wakiu kerja;

v Kebijakan rapat, termasuk kebijakan kehadiran dalam rapat dan nsalah rapat;
dan

vi. Pelaporan dan perlanggungjawaban

4. Perseroan wajib mengungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan
informasi bahwa Diraksi dan/atau Dewan Komisans teish memiliki pedoman.

3. Pedoman sehagaimana dimaksud pada (E 1) secara lengkap wajib dimuat
daiam silus web Perseroan,

6. Direksi dan Dewan Komisars wajib menyusun kode etk yang berlaku bagi
seduruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan! pegawsi,
serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan.

T Kode efik sebagaimana dimaksud pada (E 5) paling kurang memuat ;

I Prinsip pelaksanaan tugas Direksi. Dewan Komisaris. karyawan/ pegawai,
dani alsu pendukung crgan yang dimiliki Perseroan wajib dilakukan
dengan llikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatan: dan
Katentuan mengenai sikap

. Professional Direksi, Dewan Komisans karyawan/pegawai, dan/atau

pendukung organ yang dimillki Persercan apabda terdapat benturan
kepentingan dengan Persercan



Kode elik sebagaimana dimaksud pada (E 5) wajib disosialisasikan

kepada seluruh karyawan/pegawal yang bekera pada Emiten atau
Perseroan Publik.

Kode atik sebagamana dmaksud pada (E 5) wajib dimuat secara lengkap
dalam sifus web Perseroan

8 Setap anggota Direksi dam atau anggota Dewan Komsans dilarang
meangambsl keuntungan pribadi baik secara langsung maupun fidak langsung
dari kegiatan Persercan selain panghasilan yang sah.

F. Pembagian Tugas dan Wawenang
Dewan Komisaris mengatur sendiri pembagian kenja diantara para anggota dan
uniuk kelancaran tugasnya.

G. Pendelegasian Wewenang
Pende'egasian wewenang oleh seorang anggota Dewan Komesars kepada
anggiia Dewan Komisans annya hanya dapal diakukan melalul surst kuasa
khusus uniuk keperiuan maksud dan pendelegasian wewenang tersebut tidak
melepaskan tanggung [awab Dewan Komisaris sacara kolektif.

H. Komite Penunjang Dewan Komisaris
1. Komite Audit

Dewan Komisaris wajib membantuk Komie Audi yang diketuai oleh Komisaris
Independan

Ketua dan anggota Komite diangkat dan diberhentikan cleh Dewan Komisaris
Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisarns.

Tugas, masa jabatan, persyaratan dan evaluasi kinerja Komite, diatur dalam
Charter tersendiri yang ditetapkan oleh Dewan Komisarns.

Anggeta Komite Audit berasal dari luar Persercan

Piagam Komite Audit diterbitkan dalam buku tersendin yang merupakan satu
kesatuan yang tlidak terpisahkan

2 Komite Kepatuhan

Dewan Komisaris dapal membentuk Komile Kepatuhan yang diketual oleh
Komisaris independean

Ketua dan anggots Komite diangkat dan dibernentikan oleh Dewan Komisaris
Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris

LS e e = e 0 00—
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Tugas, masa |abatan, persyaratan dan evaluasi kinerja Komite, diatur dalam
Charter tersendm yang ditetapkan oleh Dewan Komisans.

Anggota Komite Kepatuhan berasal dari luar Perseroan

Piagam Komite Kepatuhan diterbitkan dalam buku lersendir yang merupakan satu
kesatuan yang tidak lerpisahkan

I Program Pengenalan Anggota Dewan Komisaris
Setiap anggota Dewan Komisaris baru yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan
program pengenalan mengenai Persercan dan penanggung jawab untuk mengadakan
program pengenalan terssbul berada pada Sekretans Perseroan alau siapapun yang
menjatankan fungs: sebagai Sekretaris Perusahaan,
1. Materi untuk program pengenalan Perseroan meliputl -

o W
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Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG)
Visi dan Misi Perusahaan

Budaya Perusahaan

Gambaran Umum Parseroan

Struktur Organisasi dan Job Description

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris dan Direksi
Rencana Jangka Panjang Persercan(RJPP)
Rencana Kerna Anggaran PersaroanRICAP)

Audit Intermnal dan Audil Ekstarnal

Komite Audil

Sistem-Sistem yang berlaku di Perusahaan

4. Program pengenalan Persercandapat berupa presentas: pertemuan, Kunjungan ke
Ferseroan dan pengkajian dokumen.

J.  Remunerasi

Remunerasi Dewan Komisaris dipuluskan dalam RUPS. Perumusan sistem remunerasi
1 Sesusl peraturan perundangan di kdang perpaiakan dan kelenagakeraan
yang berlaku.
2 Asas keterbukaan, kessimbangan internal serta kompetitif dengan Perseroan
lain di luar Persercan



K. Peningkatan Pengetahuan
Dewan Komisaris harus sénantiasa menambah dan memutakhirkan pengetahuannya agar
dapat menjalankan tugas pengawasan atas kepengurusan dan pembenan nasihal kepada
Dhreks:, serta meningkatkan fungsi Dewan Komisaris

. DIREKSI
A Dasar hukum antara lain

UL No 40 Tanhun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarts No Kep-305/BEN0T-2004 tanggal 18Jull 2004

(Peraturan Mo I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham

‘Yang Diterbitkan Oleh PerseroanTercatat)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. JVPOJK.04/2015 tentang Kelerbukaan

Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atauPerseroanPublik.

Sural Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 3ZSEQJK.04/2015 tanggal 17 November

2015 tentang Pedoman Tata Kelols PerseroanTarbuka

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POUJK 042014 tanggal 8 Desember 2014

tentang Direks: dan Dewan Komisaris Emiten atau PerseroanPublik

Anggaran DasarPersercan

1
z

B. Keanggotaan Direksi

Dureksi minimal 2 (dua) orang. salah seorang anggola Direksi

1 (satu) diantera anggots Direksi digngkat menjadi Direktur Utama

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS

Anggota Direks! diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali

1 (satu} penode masa jabatan anggota Direksi paling iama 5 (lima) tahun atau sampai
dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) pariode masa jabatan dimaksud
Yang dapat menjadl anggota Direksi adalah orang persecrangan yang memenuhi
persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

ooa N

b

&

Mempunyai akhlak. moral dan inegritas yang baik

Cakap melakukan perbuatan hukum

Dalam § (lma) tahun sebelum pengangkatan dan salama manjabat

I. Tidak pernah dinyatakan pailit

Il.  Twdak permah menjadi anggota Direksi dan‘atau anggota Dewan Komisaris
yang dinyalakan bersalabh menyebabkan suatu Perseroandinyatakan pailit

) K



. Tidak dipermah dihukum karena melakukan tindak pidana yang memgikan
keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sekfor keuangan
V. Tidak pemah menjadi anggota Direksi yang salama manjabat
- Pemah lidak menyelenggarakan RUPS Tahunan
-  Peranggungiawabannya sebagal anggota Direksi danfatau anggota
Dewan Komesars permah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak
membesikan perianggungjawaban sebagai anggota Direksi danfatau
anggota Dewan Komisars ke RUPS,
Pernah menyebabkan Perseroan yang mempercleh izin, perselujuan,
alau pendaftaran darl Otoritas Jasa Keuangan fidak memenuhi
kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan
kepada Cioritas Jasa Keuangan
Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
- Memenuhi pengétahuan dan‘atau keahlian dibidang yang dibutuhkan
Ferusahaan.

7. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada (BS) wajib dimuat dalam sural permyataan

10

12

13
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disampaikan ke Perusahaan,

Sural pemyalaan sebagaimana dimaksud pada (B.7) wajib diteliti dan
didokumentasikan cleh Perseroan

. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS unfuk melakukan penggantian anggota

Direksi yang tidak memenuhi persyaralan sebagaimana dimaksud (B.6), (B.7) dan
(B.8),
Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai
. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) PersercanPublik lain;
il Anggota Dewan Komisars paling banyak pada 3 (tiga) PersercanPublik kain; dam
atau
il Angpota komite paling banyak pada § {lima) komite di PerseroanPublik dimana
yang bersangkutan juga menjabat sebaga anggota Direks: atau anggota Dewan
Komisans.
Rangkap jabatan hanya dapat dilakukan sepanjang ticak bereniangan dengan
peraturan perundang-undangan lainmya
Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan
mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Ctoritas
Jasa Keuangan, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat
Usulan pengangkatan. pemberhentian. dan/atau penggantian anggota Direksi kepada
RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisars atau komite yang
mengalankan fungsi nommnasi
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Dalem jangka wakiu paling ambat 2 (dus) har kerja terhdung sejak dikatahui
pengangkatan anggota Direksi lidak memenuhi persyaratan, anggota Direksl lainnya
atau Dewan Komisaris, harus mengumumkan batalnya pengangkatan snggota Direksi
yang bersangkutan dalam medma pengumuman dengan memperhatkan ketentuan di
bidang Pasar Modal, dan paling lambat 7 (tujuh) har memberfahukannya kepada
Mentari Hukum dan Hak Asasi Manusia uniuk dicatat sesua Peraturan Perundangan
Anggota Direks: yang membawahi bidang Akuntansi atau Keuangan memiliki keahkan
dan/pengetahuan di bidang Akuntansi.

€. Pengunduran Dirl dan Pemberhentian Sementara

1

Anggota Dweks: dapal mengundurkan din dani jabatannya sebelum masa jabatannya
bearakhir,
Datam hal terdapat anggota Direks! yang mengundurkan din sebagaimana dimaksud

pada (C.1), anggota Direksi yang bersangkuian wajib menyampaikan permohonan
pengunduran dirl kepada Perseroan.

Persersan  wajib  menyelenggarakan RUPS  untuk memutuskan permohonan
pengunduran din anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada (C 2) paling lambal 90

(sembilan puluh) hari setelah dienmanya parmahonan pengunduran din dimaksud
Perseroan wajib melskukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan
menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) har kera setelah
a Diterimanya permohonan pengunduran din Direks: sebagaimans dimaksud dalam
(C2) dan
b Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud datam(C.3),
Anggata Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan
menyebutkan alasannya
Pemberheantan sementara sebagaimana dimaksud pada (C.5) wajib
dibermahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan

Daiam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana
dimaksud pada (C5), Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk
manéabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara lersabut.

RUPS sebagaimana dimaksud pada (C.7) harus diselenggarakan dalam jangka wakiu
paling lambat 50 (sembilan puluh) han setelah tanggal pemberhentian sementara
Dengan lampaunya fangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud
paca (C.8) atau RUPS tidak dapal mengambil keputusan. pemberhentian sementars
sebagaimana dimaksud pada (C 5) manjadibatal
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Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada (C 7) anggota Direksi yang bersangkutan
diberl kesempatan untuk membela diri

Anggota Direks! yang diberhentikan untuk sementara sebagamana dimaksud pada
(C.5) idak berwenang

I, Menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan
maksud dan fujuan Emiten atau PerseroanPublik: dan
i Mewaki Persernan di dalam maupun di luar pengadsian

Fembatasan kewenangan sabagaimana dimaksud pada (C 11) berlaku sejak keputusan

pemberhentian sameantara olah Dewan Komisaris sampai dengan

. lerdapal keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian
sameniara sebagaimana dimaksud pada (C.7), atau

i lampaunya jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada (C.8)

Perseroan wajib melzkukan katerbukaan informasi kepada masyarakat den menyampaikan
kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenal |
i keputusan pemberhientian sementara; dan

i hasil penyslenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam (C.7) atau informasi
mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak
tersalenggaranya RUPS sampal dengan lampaunya jangka waktu sebagamana
dimaksud dalam (C ). paling lambat 2 (dua) har kerja setelah tenadinya peristiwa
tersabut

D. Tugasdan Tanggung Jawab Seria Hak dan Wewenang Direksi

1.

Tugas dan Tanggung Jawab

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengsn pengurusan
Perseroan unluk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan
Perseroan serta mewakili Perseroan balk di dalam maupun di luar Pengadilan tenlang
segaia hal dan segala kejackan dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang- undangan, Anggaran Dasar Persercan dam atau Keputusan
RUPS Direksi mempunyai kewajiban sabagai berkut |

#  Mempimpin dan mengurus parseroan sesuai dengan maksud dan tujuan parseroan
gan senantiasa berusaha meningkalkan afisiensi dan efektfitas Perseroan;

b Menguasai. memelihara dan mengurus kekayaan Perserpan |



Direksl bertanggung |awab penuh dalam melaksanakan tugasnya unfuk
kepentingan Persercan dalam mencapai maksid dan ujuannya;

Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugasnya untuk
kepenfingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-
undangan

Sefiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian
Perseroan yang disebabkan olah kesalahan atau kelalaian anggota Diraksi dalam
menjalankan tugasnya,

Menarapkan Good Corporate Governance secara konsisten,

Anggota Direksi tidak dapat dipefanggungjawabkan atas kerugian Persaroan
apabila dapal membuktikan = Kerugian tersebul bukan karena kesalahan atau

kelalaiannya,
i Telah melakukan pengurusan dengan itikad haik, penuh tanggung jawab, dan
kehati-hatian wuniuk kepenlingan dan sesual dengan maksid dan fujuan
Emiten atau PerseroanPubdik:

il Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung
afas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan

in. Tekah mengambil tindakan untuk mencegah timbul stau berlanjutnya kerugian
tersebut

Melaksanakzn kewajiban lannya berdasarkan peraturan dan kelentuan yang
berlaku

Tugas dan Tanggung Jawab selengkapnya di ungkapkan pada Pedoman Tata
Kera Direksi Dan Dewan Komisarns

Hak dan Wewenang Direksi

1

2

Menetapkan kebijaksanaan dalam memimpin dan mengurus Perseraan;

Mengatwr ketentuan-kelenfuan fentang kepegawaian Perssroan  termasuk
penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lan bagl para
pegawai Ferseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan:

Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan pengaturan
kepegawaan Perseroan dan peraturan perundang-undangan

Para anggota Direks: diberi gaji barikut tasiitas dan tunjangan lainnya, termasuk

santunan purna jgbatan yang jumiah nya ditelapkan oleh RUPS dan wewenang
tersebut cleh RUPS dapat dilimpahkan kepadaDewan Komisaris:



5  Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam
(D.1), (D.2) dan (0.3) sesuai dengan kebijakan yang dipandang lepat, sesual
dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar

6. Diredsi barwenang mewakill Persercan di dalam dan di luar pengaddan.

T Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila

| Tardapat perkara di pengaddan antara Persercan dengan anggota Direksi
vang bersangkutan; dan

Il Anggola Direksl yang bersangkutan mempunyali kepentingan yang
berbenturan dengan kepentingan Persercan

8  Dalam hal terdapal keadaan sebagamana dimaksud pada (D 11.7), yang berhak
mewakih Perseraan adalah

i Anggata Cerexal lainnya yang tidak mempunya benturan kepentingan dangan
Perseroan

. Dewan Kormisare dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyal benturan

kepantingan dengan Persernan. atau

lii. Pihak @in yang ditunjuk cieh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau

Dewan Komisars mempunyai benturan kepentingan dengan Fersercan
Tugas dan Tanggung Jawab selengkapnya di ungkapkan pada Fedoman
Tata Kera Direksi Dan Dewan Komisaris

3 Anggota Direks: waib mengundurkam din apabila terkena kasus baik pidana
yang merugikan keuangan Negara dan/stau yang berkatan dengan seklor
keuangan antara dan TPPU (Tindak Pidana Pencucuian Uang).

E. Rapat Dweksi

1 Deredsi wajlb mengadakan rapat Duweksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kal dalam
setiap butan

2. Rapat Direks! sebagaimana dimaksid pada (E.1) dapat didangsungkan apabila dihadin
mayoritas darn seluruh anggota Direksi

3. Direksiwajib mengadakan rapal Direksibersama Dawan Kormisans secara berkala paling
kurang 1 (satu) kak datam 4 |empal) bulan

4 Kehadiran anggots Direks| dalam rapat sebagaimanadimaksud pada (£ 1) dan (E.3) waijib
diungkapkan dalam iaporan tahunan Parserogn

&  Direksi harus menjedwalkan rapat sebagamana dimaksud daiam (E 1) dan (E.3) untuk
tanun berikutnya sebelum berakhimya tahun buku

G Pada rapst yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada (E.5), bahan rapat
disampaikan kepads peserta paling lambat 5 {lima) han sebelum rapat diselenggarakan

7. Dalam hal terdapat rapal yang diselenggarakan di luar jadwal yang lelah disusun
sehagaimana dmaksud pada (E 5) bshan rapal disampaikan kepada pesefia rapal
paling lambat sebelum rapat diselenggarakan

8 Pengambilan keputusan rapat Direks: sebagaimana dimaksud dalam (E 1) dilakukan
berdasarkan musyawarah mufakal
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Dalam hal tidak tercapal keputusan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada
(E.8), pengambilan kepulusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam (E 1) wajib dituangkan dalam risalah rapat.
ditandatangani oleh saluruh anggota Direksi yang hadw, dan disampaikan kepada
seluruh anggota Direlsi

Hasd rapat sehagaimana dimaksud dalam (E 3) wajib diluangkan dalam risaian rapat,
ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan
disampaikan kepada selurut anggota Direksidan anggota Dewan Komisaris

Calam hal ferdapat anggota Direks dan/atau angogota Dewan Kommans yang tidak
menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada (E10) dan (E 11), yang
bersanghkutan wajib menyabutkan alasannya sacara lenulis dalam surat tersandini yang
dilekatkan pada risalah rapa!

Risalah rapal sebagaimana dimaksud pada (E 10y dan (E 17) wajib didokumentasikan
olah Persaroan.

Dalam hai terjadi perbedaan pendapat dalam rapal, maka perbedaan lersebul dicatat
dalam rsalah Rapat, termasuk dalam hal ada Direks! yang tidak setuju terhadap sustu
agenda Rapat diminta untuk mamberikan alasannya

F.  Program Pengenalan Anggota Direksi
Setiap anggota Direksi baru yang diangkal untuk periama kalinya wajib dibenkan program
pengenalan mengenai Persercan dan penanggung jawab uniuk mengadakan program
pengenalan terssbut berada pada Biro Sekretans Perseroanatesu s@papun  yang
menjalankan fungs: sebaga: Bio Sekretasns Perusahaan

Materi untuk program pengenalan Perseroanmeliputi
Penerapan Prinsip-Prinsip GCG

Gambaran LUmum Perusahaan

Visi dan Misi Perusahaan

Budeya Penisahaan

Siruktur Organisasi dan Job Descriphon

Tugas dan Tanggung Jawab Komisans dan Diraks:
Rencana Jangka Panjang Perseroan(RJPF)
Rencana Kerja Anggaran Perseroan|REKAP)

i Audl Infernal dan Audt Eksternal

i Komite Audit

k. Sistern-Sigiem yang berlaku di Perusahaan

LS =
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Perseroan dan pengkajian dokumen.




G.

Remunerasi
Remuneras: anggota Direks: diputuskan dalam RUPS dengan mempermbangkan saran dan
Dewan Komisaris. Perumusan sislem remunerasi Direksi didasan prinsip-prinsip

1

Sesual peraturan perundang-undangan di tedang perpajakan dan kelenagakerjaan
yang beriaku,

Asas keterbukaan, keseimbangan internal sera kompetiti! dengan Persercan lain di
luar Persergan

meghmm Pengetahuan

Anggota Direks! harus senaniasa menambah dan memutakhirkan pengatahuannya
untuk meénjalankan fugas pengelclaan Perseroan.

Anggota Direksi peru mendapatkan pendidikan berkelanjulan yang dikombinasikan
dalam seff-sfudy dan keikutsertaan pada pendidikan khusus, pelatihan, seminar,
workshop, conferance. yang dapat bermanfaal datam meningkatkan efektiffitas fungsi
Diraksi;

Fendidikan berkaianjutan dapat disksanakan di dalam neger dan di luar neger, dan
atas beban Perseroan

Rencana Jangka Panjang Perusahaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan,
Laporan Tahunan

1

Rencana Jangka Panjang Persercan|RJPP)

a  Direksi menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perseroan(RJPP) pada wakiunya yang
merupakan rencana stralegis yang memuat sasaran dan lujuan yang hendak dicapal
daiam jangka wakiu 5 (lima) ahun, RJPP sekurang-kurangnya memuat

+ Ewvaluasi pelaksanaan RJPP sabelumnya

* Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP

* Penetapan visi, misi. sasaran, sirategi, kebijakan dan program kerja jangka
panjang

*  Hal-hal lain yang perlu disampaikan sesual peraturan yang berlaku

b. RJPP disampaikan ke Dewan Komisaris untuk diminta kajan dan pendapatnya
sebelum dtandatangani bersama.

¢ RJPP yang lelah disahkan harus diserahkan kepada Pemegang Saham
Mayoritas (FTPP) sabalum RIPP PT PP disahkan.



2. Rencana Kerja dan Anggaran Parseroan (RKAP)

Direks: menyiapkan pads wakiunya Rencana Kerja dan Anggaran Perssroan
(RKAF) yang merupaian penjabaran RJPP, dan sekurang- kurangnya mamuat:

«  Vigi dan Misi Penizahaan,

= Sasaren usaha

«  Strateg usaha kebyakan Perseroandan Program Kerja setiap unit

* Anggaran Perseroan yang dininc

«  Proyeks| Keuangan Persernan

«  Hal-hallain yang memeriukan keputusan Dewan Komisaris

Dieksi sesuai ketertuan yang berlaku wajib menyampaikan RKAP kepada Dewan
Komisars untuk dimintakan pengesahan,

RKAF yang telah disahkan harus disosialisasikan kepada Pemegang Saham
Mayoritas (PT PP) sebelum REKAF PT PP disahkan

4. Laporan Tahunan
Direksi bersama Dewan Komisaris menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS dalam
jangka paling lambat 6 (enam) bulan setefah tahun buku Persercan berakhirr atau
batasan wakiu penyampaen Laporan Tahunan mengacu pada kelentuan yang
berigku. Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya
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Laporan keuangan yang terdin atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buky
yvang baru lempau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya laporan
laba fugl dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan
perubanan ekudas sera calalan alas laporan keuangan tersebut.

Laporan mengenar kegiatan Perseroan

Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan,

Rincian masalah yang timbul selama fahun buku yang mempengaruhi kegiatan
usaha Persercan

Laporan mengenal fugas pengawasan yang felah dilaksanakan oleh Dewan
Komisans selama tahun buku yang baru ampau;

Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris,

Gaji dan turjangan bagi anggota Direksi dan gaji atsu honorarium dan wnjangan
bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang banu lampau;

Profil perusahaan

Anahsa dan pembahasan manajemen atas kinena perusahaan

Tata Kelola perusahaan
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k. Surat permyatasn tanggung jswab Dweks: atas kebenaran 181 Laporan
Keuangan dan sesual dengan peraturan OJK (d'h Bapapam-LK)

| -Surat pernyataan tanggung jewab Dewan Komisaris dan Direksi atas
kebenaran isi laporan tahunan

Evaluas: Kinera

1.

Dewan Komisaris menatapkan Indikator Pencapaian Kinetja (Key Performance

indicators! KP1) Direksi

Dewan Komicaris mengevalugsi capaian kinerja Direksi untuk kemudian disampaikan

ke RUPS

Penilaian kinerja Direksi berdasarkan kriteria umum yang dituangkan datam KP| Kineria

Direksi secara kolektif terhadap pencapaian Perseroan sesuai RKAP dan atau kriteria

lain yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris setelah didiskusikan dengan Direksi

a  Perorma Direktur secara indhidual dalam pencapaian kinerja Perseroan sepen yang
tercantum dalam Kontrak Manajemen dan atau kriteria lain yang ditetapkan hasil
drskusi dengan Dewan Komisans dan Direksi

b Pelaksanaan pringip-pringip GCG

IV. KODE ETIK DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Hode etik Dewan Kormesarns dan Direksi diatur sebagasmana felah disesusi dengan Pedoman Kode
Etik dan Perilaku Perseroan. kecuali diatur lain oleh ketentuan dan peraluran perundang-undangan
yang berlaku, hubungan Dewan Komisaris dan Direksi dapat mencakupi tetapi tidak terbatas pada
hal-hal sebagai berikut .

1.

Menyetujui usulan Direksi manganas ©
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RJPP

REAP

Rancana pengembangan bianis Persencan

Rencana lain yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Persercan
Pengangksatan dan Pemberhantian Kepala Biro 5P

Pengangkatan dan Perberhentian Kepaka Biro Sekrataris Perusahaan

Dan lain-gin yang membutuhkan persetujuan terfulls dan Dewan Komesans sebagaimana
tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan

Dewan Komisaris dapatl dibantu Direksi jica diperiukan, dalam hal proses penunjulkan calon
auditor akslermal sesual ketentuan yangberlaku

Dewan Komisaris memberikan arahan/'pengawasan terhadap Direksi atas implementasi
rencana dan kebijakan Persercan

I ERIRE T 1" s 1..#
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4 Dewan Komisans menenma informasi mengenai kinerja dan jalannya pengelolsan anak
Perseroan dan/atau Perseroan patungan dan manajemen Perseroan, batk melalul laporan
terulis maupun penjelasan Direksi pada saat pelaksanaan RapatGabungan.

5 Setap anggola Dewan Komisaris! Direks: dilarang mengambil keuntungan pribadi baik
SBcarn langsung maupun hdak langsung dar kegiatan saiain panghasilan yangsah.

BIRD SEKRETARIS PERUSAMAAN
Perserpan menyadan pentingnya hubungan baik antar argan Perseroan, mulai dari RUPS, Dewan

Komisars, Direksi, karyawan dan hubungan antara perseroan dengan Staksholders. Unfuk
terwujudnya hubungan lersabut parsarcan menunjuk secrang sekretans Perseroan (Corporate
Secratary) Sekrefaris Perseroanbertanggung j@wsb langsung kepada Direktur Utama atas
feriaksananya wugas yang diberikan.

& Dasar Hukum

1

Peraturan Otorlas Jasa Keuangan No  31/POJK 04/2015 tentang Keterbukaan
Informasi atau Fakta Matenal oleh Emiten atauPerseroanPublik

Keputusan Direksi FT Bursa Efek Jakarta No Kep-305/BEJO7-2004 tanggal 19 Juli 2004
[Peraturan No I-A tentang Pencalatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham
Yang Diterbitkan Oleh PerseroanTercatat),

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No, 35/POJK.04/2014 1anggal 8 Desember 2014
lentang Sekretaris PerseroanEmiten atau PerseroanPublik

Angoaran Dasar Persercan

B HKetentusn Limum

Persaroan wajib memiliki fungsi sekretaris perusahaan

Sekretans Persarpandiangkat dan diberhentikan berdasarkan kepulusan Direksi

Sekretans Persercansebagaimana dimaksud pada (B 2) dapat dirangkap oleh seorang
anggota Direks:,

Sekretans Persercandilarang merangksp jebatan apapun di Emiten atau Perseroan
Publik lain

Dalam hal tefjadi kekosongan Sekretars Perusshaan, Persercan wajib menunjuk
penggantinya dalam jangka wakiu paling lama 60 (enam puluh) han sejak terfadinga
kekosongan Sekretans Perusahaan.

Selama terjadi kekosongan Sekrelaris Persercansebagaimans dimaksud pada (B.5),
Sekretaris Perseroandirangkap oleh seorang anggota Direksi alau orang persecrangan
yang ditunjuk sehagai Sekretars Perseroan semeniara.



C. Persyaratan Sekrelans Perusahaan

1

Sekratans Persercanhanis memenuhi parsyaratan paling kurang -

a Cakap melakukan perbuatan husum,

B Memilik pengetahuan dan pemahaman d bidang hukum, keuangan, dan tata kelola
Persarcan |
Mamaham kegatan useha Perserpan;
Dapat berkomunikasi dengan bait dan

e. Berdomisili di Indonesia.

2 Persyaratan gebagaimana dimaksud pada (C.1) wajib dipenuhi Sekretaris

Perseroanselama menjabal.

. Tugss dan TanggungJawakb

1

Mengikuti perkembangan Fasar Modal khususnya peraturan perundang- undangan
yang berlaku di bidang Fasar Modal,

Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisans untuk mematubi kelentsan
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal,

Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksansan taia kelola Perseroan

yang melipufli

a  Heterbukaan informasi kepada masyarakatl, termasuk ketersediaan informasi pada
Situs Wed Persarcan;

b Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat wakiu

¢ Penyelenggaraan dan dokumantas: Rapat Umum Pemegang Saham;

d  Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dam atau Dewan Komisans; dan

g Pelaksanaan program onantasi terhadap Parsaroan bagl Direks: dam atau Dewan
Komisarks,

4  Sebagal penghubung Perseroan dengan permagang saham Emiten atau Perseroan
Fubdik, Olorntas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya

Sekretaris Perseroandan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris

Ferseroanwagh menjaga kerahasisan dokumen, daia dan nformas: yang bersifat rahasia

kecuah dalam rangka memenuhi kewajiban sesual dengan peraturan perundang-

undangan atau dientukan lan dalam peraturan perundang-undangan

Sekretaris Perseroandan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungs! sekretaris

Perseroanddarang mengamisl keuntungan pribad baik secara langsung maupun tidak

langsung, yang merugikan Emiten atau Perseroan Publik.
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12
13

Dalam rangka meningkatkan  pengefahuan dan pemahaman untuk membantu
peiaksanaan fugasnya, Sekretans Perseroanharug mangikull pendidikan dan/aiau
peiatinan. Sakratars Perseroan bernanggung jawab kepada Direksi

Setap informas: yang disampaikan oleh sekretans Perseroankepada masyarakan
merupakan mfgrmas: resmi Perusahaan

Mengelola Rapat Gabungan Komisaris dan Direks! dan merecord Agenda, Minuie,
Kebijakan, Keputusan dan data-data yang dihasilkan didalam Rapat Gabungan Komisaris
dan Direksi

Membantu Direksi dafam pemecahan masalah-masaiah Perseroan sacara umum
Mengawasi [alannya aplikasi peraturan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada
prinsip GCG

Menata-usahakan serla menyimpan dokumen-dokumen Persaroan

Memberikan pelayanan kepada masyarakal atau Siakeholders atas informasi yang
dibutuhkan pemodal yang bérkaitan dengan kondisi Perseroan

Laporan Keuangan Tahunan [Audited|

Laporan Kinerja Perseroan Tahunan (Annua! Reporr)

Informasi FaktaMaten

FProduk atau penemuan yvang berarti (penghargaan, proyek unggulan, penemuan
metode khusus, dil}

& Perubahan dalam sistem pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.

a N o> o

Pelaporan dan Pengungkapan

Persaroan wajib :

8 Menyampaikan laporan kepada Otorias Jasa Kecangan mengenai pengangkatan
dan pemberhentian Sekrelaris Perseroansebagaimana dimaksud dalam (B.2);

b Memuat dalam Situs Web Perseroan mengenai pengangkatan dan pemberhentian
sebagamana dimaksud dalam (B.2) dan kekosongan Sekretans
Persernansebagaimana dimaksud dalam (B 5) dan (B.6) dengan disertal informasi
pandukung

Pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemuatan informasi

dalam Situs Websebagaimanadimaksud pada(E_1) diakukan dalamwaktu paling lambat

2 (duaj harn kena setelah tenadinya pengangkatan dan pemberhentian

Sekretans Persercan wajib membuat laporan sacara berkala paiing kurang 1 (satu) kali

datam 1 (satu) tahun mengenai palaksanaan fungsi sekretaris Perserpankepada Direksi

dan dilembuskan kepada Dewan Komisaris
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Mengungkapkan uraian fingkat pelaksanaan fungsi sekretans Parseroandan informasi
mengena  pendidiken dam ateu pelsthan yang  dikuti Sekretans
Fersercansebagaimans dimaksud dalam (D7) dalam laporan tahunan Persercan.

¥l BIRO SATUAN PENGAWAS INTERNAL
Fungsi pengawasan inlernal di lingkungan PT PP Presisi Tbk dilaksanakan oleh Biro Saluan
Fengawasan Infern (SPI)

A. DASAR HUKUM :

1

Peraturen Otontas Jasa Keuangan Mo. S6/POJKE.04/2015 tentang Pembentukan dan
Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit intermal

Fergluran Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 1998 tanggal 17 Januan 1958 tentang
ParseroanPersercan. larcantum pada bab |Il Satuan Pengawasan Intemn = Pasal 28, Pasal
29. dan Pasal 30

Peraturan Menten BUMN Nomor PER-DT/MBLI2011 tanggal 1 Agustus 2011 tenlang
Fenerapan Tala Kelols Persercan Yang Baik (Good Corporale Govemnance] Pada
Badan Usaha Milik Negara.

B. KETENTUAN UMUM

1.

2

Biro 5Pl PT PP Presisi Thk dipimpin oleh saorang kepala Biro SPI

Kepata Biro 5P| diangkat dan diberhentikan oleh Direkiur Utama atas persetujuan Dewan
Komisaris

Direkiur Litama dapal memberhantikan Kepala Biro SP1, setelah mendapat persetujuan
Dewan Komesaris, pka Kepala Biro SPI idak memenuhi persyaratan sebagal audilor SPI
sebagaimana diatur dalam perafuran ini dan atau gagal atau lidak cakap menjalankan
fugas.

Kepata Biro SPI bernlanggung jewab kepada Direktur Uitama

Auditor yang duduk datam Biro 5PIPT PP Presisi Tok bertanggung jawab secara langsung
kepada Kepala Biro SPI

Biro SPI PT PP Presisi Tok sekurang-kurangnya terdiri dari:

«  Seorang bertindak sebagai Kepaia Biro SP

= 1 isalu) orang Intemal Audilor Bidang Operasional

= 1 isatu) orang Internal Audior BidangKeuangan



C. PERSYARATAN SATUAN PENGAWAS INTERMAL
Auditor Bira SP1 PT PP Presisi Thk harus memiliki kompetensi, independen, jujur, obyektif dan
pengalaman yang cukup sera sesual job reguirament yang telah ditetapkan Persercan, antara

Lain

1

10.

11.

12
13

Kepala Biro Satuan Pengawasan Intern mami ki bngkat pendidikan minimal Strata 1 (S1)
baik jurusan teknik ataupun keuangan, mempunyai pengataman minimal 2 (dua) tahun
sebagal Project Direcior, atau Head of Operation, atau VP Financial & Accounting dan
mempunyai Sedifikat Keahlian minimal Professionsl (nfernal Auditor (P1A) atau Qualified
internal Auditor (Q1A)

internal Auditor bidang operasional memilki pendidikan minimal Strata 1(51) jurusan teknik,
mempunyai pengalaman o bedang pengendalan operasi minimal setngkat Project
Manager

Imtermal Auditor bedang Keuangan memidlik pendidikan minimai Strata 1 (31) jurusan
akuntansi atau keuangan, mempunyai pengalaman di bidang Akuntansi atau Keuangan
minimal setingkal Sife Finance Manager

Setap pengangkatan, penggantan. atau pemberhentian Kepala Bira 5P segera
diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan,

Memibki integritas dan perilaku yang professional, indepanden, jujur, dan abyektif dalam
pelaksanasan ugasnys

Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenal teknis audd dan disiphn limu lain yang
relevan dengan bidang tugasnya.

Memiliki pengetahuan tentang peraluran perundang-undangan di bidang pasar modal
dan peraturan perundang-undangan terkail innya

Memiliki kecakapan untuk berinferaksi dan berkomuniasi baik ksan maugun lerulis secara
efektif

Wajb mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosias Audit Intermnal.

Wajb mematuhi kode etik Audit Intemal

Wajib menjaga kerahasiaan informasi dam atau data Perseroan ferkait dengan
palaksanasn tuges dan tanggung jawab Audit Internal kecuak diwajiokan berdasarkan
paraturan perundang-undangan ataupenetapan’ putusan pengadilan.

Memahami prinsip-prinsipiata kelola Perseroan yang bak dan managamen risiko;dan
Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlfian dan kemampuan profesionalisme nya
SECEA lerus-mensrus.



D. WEWENANG, TUGAL DAN TANGGUNG JAWAB

1. Wewenang 5P
Bira 5P1 PT PP Presisi Thk atas parsatujuan Direkiur Utama. mampunyal wawanang

Mengakses seluruh informasi yang relevan lentang Persarcan terkait dengan
tugas dan lungsinya,

Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisars dam
alau Komite Audit serta anggota dan Direksi, Dewan Komisaris dam atau Komite
Alsdit;

Mengadakan rapat secara berkala dan insidentll dengan Direks| Dewan Komisaris
dam atau Komite Audit;

Mealakukan koordnas kegiatannya dengan kegiatan auditoreksternal

2 Tugas dan Tanggung Jawab SPI
Secara umum tugas dan tanggung jawab Biro 5P| Perseraan adalsh sebagai berikut |

Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Intemal tahunan
Menguji dan mengevalussl pelaksanaan pengendalian inlernal dan sistem

managmen nsko sesuai dengan kebijaken Perseroan

Melakukan pemenksaan dan penilaian atas efswens: dan efekivitas di bedang

keuangan, akunians, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, leknologi
infarmasi dan kegiatan lainnya

Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang
diperiksa pada semua tingkat manajemen

Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebul kepada Direktur
Lama dan Dewan Komigaris.

Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan
yang lelah dsarankan

Bekerja sama dengan Komite Audit

Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit intemal yang
dilakukannya

Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperiukan

E. PELAPORAN DAN PENGUNGKAPAN

Biro SPI

setap melaksanakan peamenksaan harus menuangkan hasil

pemeriksaannya dalam Laporan Hasil Pemerikssan (LHP) yang pada intinya berist

tentang



Obyek Pemeriksaan

Tujuan Pemeriksasn

Refaransi

Hasil Pamariksaan

Evaluasy Analisa & Kesimpulan Pemeriksaan

Usutan Perbaskan

LHP dibuat, ditandatangan: cleh Intarnal Auditor dan disetujul oleh Kepala Biro
sP1

8 LHP dilaporkan ke Direkiur Utama dan Dewan Komisaris
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Vil. HUBUNGAN DENGAN ANAK PERUSAHAAN

. 2

Anak Perseroan wajb menjalankan Peraturen Menten Negara BUMN No. PER-0T/MBUR2011
fentang Penerapan Tals Kelols Perseroanyang Bak (Good Corporate Governance) pada
BUMN dan PER-09/'MBLIZ2012 tientang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No:
PER-01/MBUR2011

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi mekailul mekanisme yang digtur dalam Permen
BUMN NO. PER-03/MBLIV2012 tanggal 29 Marel 2012 lentang Pedoman Pengangkalan
Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komigaris Anak PerseroanBUMN , Surat Edaran Menteri
BUMN No SE-01/MBU/B/2016 tanggal 11 Agustus 2016 Tentang Pengangkatan Anggota
Direksi Anak PersaroanBUMN dan Peraluran-paraiuran perubahannya.

Pengawasan oleh Direksi PT PP PRESISI Tbk terhadap Anak Persercandilakukan metalul
mekanisme tata kelola Perseroanyang baik yang secasa prinsip-prinsip kepenlingan
Fersercan dialankan melalsl RUPS Anak Perusahaan, dan Pengawasan oleh Divisi yang
membidangl Pengawasan Intemal terhadap Anak Perusahaan. Mekanisme pengawssan
terhadap Anak Perseroandiakukan dengan 3 (tiga) bentuk, yaitu |

a  Pengawasan melalui RUPS Anak Perseroanyang meliputi RUPS Laporan Tahunan dan
RUPS pengesahan RKAP

b. Pengawasan melaiui penempatan wakil PT PP PRESISI Thk sebagai anggota Dewan
Komisaris Anak Perusahaan,

t. Pengawasan Internal terhadap Anak Persercan melalul SK Direksi tentang pembagian
lugas dan wewenang dimana masing-masing Direksi mempunyal fugas pengawasan
terhadap Anak Perusshaan.

Pedoman pemberian gaj/honorarium. tunjangan dan fasiiitas Direksi dan Dewan Komisaris

Anak Perseroan mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN yang berlaku atau Peraturan

yang lainnya.



Penetapan Target kinerja dan penilaian kinerja sera insentif bagi Dewan Komisaris dan
Direksi melalui REAP Anak Perusahaan.

Anak Perseroan secars berkala berkewajiban menyampaikan Laporan Keuangan/Kinera
yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan
Laporan tersebut digunakan untuk penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi PT PRESISI
Tok.

Hubungan Perseroan induk dan Anak Perseroan akan distur dalam Pedoman tersendiri yang

merupakan satu kesatuan dengan Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Govemance PT
PP PRESISI Thk



BAGIAN KETIGA
PENGUNGKAPAN INFORMASI| (DISCLOSURE)

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal, Emiten alau
Perseroan Publik wajib menyampalkan keterbukaan Informasi atau Fakta Material dalam rangka
pemenuhan prinsip kelerbukaan informasi  yang mempunyal anli penting bagi masyarakal sebagai
bahan pedimbangan uniuk pengambilan kepulusan invesiasi,

Sehubungan dengan pemenuhan keterbukaan informasi tlersebul, Perseroan manyediakan informasi
yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh stakehaider
Perseroan manjalankan prinsip keterbukaan dengan menyediakan informasl secara lepat wakiu,
memadal, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan
sesuai haknya dan lidak termasuk data rahasia Perseroanberupa - dokumen (kontrak. spesifikasi, shop
drawng, asbuilt drawing SK Dreksi, dii) atau hal lain yang berkaitan dengan Perseroanyang tidak boleh
diberitzhukan kepada pihak-pihak yang tidak berhak mengetshuinya. berdasarkan pertimbangan
keselamatan perusahaan, persaingan usaha ataupun pertimbangan etika. Prinsip keterbuksan
tersebul tidak mengurang! kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan informasi Persaroan
s@suai dengan peraturan perundang-undangan, rehasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

I, PUBLIKASI INFORMASI & KOMLUNIKASI
Perseroanberkomitmen kepada para pemegang saham atau investor untuk melaksanakan
komunikas sesuai aturan perusahaan.
Komunikasi dapal dilaksanakan menggunakan website, media cetak dan elekironik, serta media
lainnya antara lain RUPS,
Informasi yang dipublikasikkan atau Keterbuksan Informasi dapsl berupa sefarah berdirinya
Persercansampai dengan berita tlerbary (updated news) Perseroansaal mi antara lain
penggabungan usaha, pemisahan usaha, peleburan usaha, pembentukan usaha patungan,
pengajuan lawaran untuk pembelian Efek Perseroaniain, pembelian atau penjuatan saham
Persarcanyang nilainya material. pemecahan saham alau penggabungan saham. pembagian
dwiden intenm, penghapusan pencatatan dan pencalatan kemball saham di Bursa Efek:
pendapatan berupa dividen yang luar biasa sifatnya, perolehan atau kehilangan kontrak penting.
penemuan bary atau produk baru yang memberi nila tambah bagl perusahaan, penjualan
tambahan Efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumiahnya, perubahan
gelam pengendalian baik langsung maupun tdak langsung terhadap Emiten  atau
PerseroanPublik;



perubahan anggota Direksi danatau enggola Dewan Komisaris; pembelian kembali atau
pembayaran Efek Bersifal Utang dan/atau Sukuk; pembefian atau penjualan aset yang sifatnya
penting; perselisihan tenaga kerja yang dapal mengganggu operasional perusahaan, perkara
hukum terhadap Persercandan/atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisans yang
berdampak materal; penggantian Akunian yang sedang diberl tugas mengaudit Perusahaan:
penggantian Wak Amanat penggantian Biro Administrasi Efek. perubahan tahun buku
Perusahaan, perubahan penggunaan mata uang pelapocran dalam laporan kauangan,
Perseroanberada dalam pengawasan khusus dari regulator terkan yang dapal mempeangaruhi
kelangsungan usaha, pembatasan kegiatan usaha oleh regulator terkart; perubahan atau tidak
lercapainya proyeksi keuangan yang telah dipublikasikan, secara material, adanya kejadian yang
akan menyababkan bertambahnya kewajiban keuangan atau menurunnya pendapatan
Perseroansecara material, restruktunsasi utang: penghentian stau penutupan sebagian atau
seluruh segmen usaha dampak yang bersifat material terhadap Perseroankasena kejadian yang
bersifal memaksa. dan/astau Informasi atau Fakta Material lainnya: serta pelaksanaan kebijakan
tata kelola Persercansepertl Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perserpanyang Baik (GCG),
Kode Ebk Perusahaan, Hebijakan Pengendakan Gratifikasi Perusahaan, Sislem Pelaporan
Felanggaran

Informasi public dikelola dan disampaikan oleh Biro Sekretaris Perusahaan Setiap karyawan
bertanggung jawab menniga kerahasiaan informasi sesual ketentusan yang berlaku. Karyawan
tidak boleh membocorkan rahasia Persercanyang berhubungan dengan kebijakan dan
berpengaruh terhadap harga saham

Sesual Peraturan OJK nomor 31/POJK . 04/2015. sebagai berikut
1. Situs Web wajib memua! informasi mengenal Emiten atau PerseroanPublik yang terbuka
untuk umum, aktual dan terkini
2. Informas: sebagamana dimaksud diatas wajib:
a) disajikan dengan benar dan ftidak menyesatkan mengenai keadaan Emilen atau
PersarcanPublik;
b) disajikan secara jelas sehingga mudah dipahami; dan
¢} dapal diakses setiap sast oleh semua pihak.
3. Informasi yang wajib dimuat meiputi:
a) informasi umum Emiten atau PersaroanPublik,
B) Iinformasi bagi pemodal atau investar;
€} Informasi tata kelola perusahaan; dan



d)
a)
b}

c)
d)

informasi tanggung jawab sosial perusahaan.

4, Informasi umum Persefoanpaling kurang memuat

nama, alamat dan konlak kanfor pusat danfatau kantor perwakilan di dasrah nomor
telepon_ nomaor faksimile, dan alamat surat elektronik yang dapat dihubungi;

riwayat singkat Parusahaan

struktur organisasi,

struktur keparmlikan Perusahaan, mehputi

uraian tentang nama pemegang saham dan persentase kepemilikannya satiap akhir
bukan.

informasl mengenal pamegang saham utama dan pengendall Perseroanbaik
langsung maupun tdak langsung. sampai kepada pemilik individu, yang disajikan
datam bentuk skema atau diagram: dan

nama entitas anak, Perseroanasosiasi, Perseroanventura bersama dimana Emiten
atau PerseroanPublik memiiiki pengendalian bersama enfitas, beserta persentase
kepemilikan saham, bidang usaha, dan status operasi Perseroantersebut (jika ada),

&) profil Direksi, Dewan Komisars, Komie dan Sekretaris Persercanpaling kurang
—_—

foto.

FREma;

rwayat jabatan, termasuk rangkap jabatan;

rwvayat pendidikan: dan

hubungan Afiliasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komssaris dengan anggota
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya, serta pemegang saham (jika
ada),

nama dan alamat:

Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan Emien atau PerseroanPublik
dalam tahun berjalan,

Pemeringkat Efek (jika ada).

Wall Amanal (jika adaj, danfatau

Biro Administrasi Efek (jka ada), dan

dokumen Anggaran Dasar

Selanjuinya Informasi isi Website ler up-dale selalu mendasarkan pada peraturan
perundangan khususnya di Pasar Modal



LAPORAN KEUANGAN

.1

Laporan Keuangan Persercanfudiled Tahunan memaparkan realisasi selama 1 (satu) Tahun
hasi audit oleh Kantor Akuntan Publik.

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun tutup buku, Persercan menerbitkan
Annual Report yang didistribusikan kepada para stakeholders yang memeriukan

INFORMASI FAKTA MATERIAL

-

o
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a

Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha. atau pembentukan usaha
patungan

Femecahan saham alau pembagian dividen.

Sifat pendapatan dividen yang luar biasa

Ferolehan atau kehilangan kontrak

Produk atau penemuan baru yang berarti

Ferubahan pengendakan atau perubahan penting dalam manajemean.

Pengumuman pembelian kembali atau pembayaran efek yang bersifat hutang.

Penjuatan tambahan efek kepada masyarakal atau secara lerbatas yang material jumiahnya,
Pembelian, atau penjuatan aktiva yang matenal

Perselisihan tenaga kerja yang refatif penting,

Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan, Direktur dan Komisaris Parusahaan
Pengajuan tawaran untuk pembedian alek Parsercanian.

. Penggantian Akuntan yang mengaudil Parssahaan.
. Penggantian Wali Amanat.
. Perubakhan tahun fiskal Perusahasn

Drrektur dan Dewan Komesaris yang memiliki sekurang-kurangnya 5% saham Perseroanatau
PerseroanPublik atsu menjadl pemegang saham utama dan pengendali wajib malaporkan
kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) alas kepemilikan dan perubahan kepamilikannya.
selambat-lambatnya 10 han sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemifkannya
tersebut



IV, INFORMASI| DALAM LAPORAN TAHUNAN

Calam Laporan Tahunan Perseroanmengungiapkan informasi penfing sesusi dengan peraturan

peundang-undangan, antara [an

.
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Kaetentuan umum Pemyajian Laporan Tahunan

Ikntisar Data Keuangan Panting

Laporan Dewan Komisans

Laporan Direks)

Profil Perseroansecara lengkap

Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan
Penerapan Tata Kelola Perseroanyang baik

Laporan Keuangan audited



BAGIAN KEEMPAT
KODE ETIK (CODE OF CONDUCT)

Persernan mengupayakan penerapan standar etia terbaik dalam menjalankan segenap aktivitas
usshanya sesual dengan visi, misi dan nila-nilai Perseroanyang dimiliki melalul implemaniasi
Etika Kena dan Etika Usaha'Bisnis

Etika Keria merupakan tuntunan sikap, pertaku yang dituntut dan bertaku bagl seluruh jajaran
Perusahaan anggola Dewan Komisaris, anggola Komite Komisars, anggota Direks: dan
karyawan. Persercan menyadan bahwa hubungan yang baik dengan sfakahoiders dapat dicapai
mélalui integritas bisnis dalam satiap aktivitas usaha Perusahaan

Etika Kerjakode etk merupakan sekumpulan norma, nilal, serta tindak perbuatan yang diyakini
oleh [ajaran Pefsercansebagal suatu standar perilaky yang ideal bagi Perusahaan.

Penjelasan Kode Etik akan diatur dalam dokumen lersendiri

=N
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BAGIAN KELIMA
LAIN—LAIN

PENGELOLAAN ANAK PERUSAHAAN
A. Kebijakan Umum

Pembentukan Anak Perusahaan untuk pengembangan bisnis berkaitan dengan
diversifikasi usaha yang dilakukan dalam rangka memberikan nilai tambah dan
mendukung bisnis utama Persercan,

Pembentukan Anak Perusahaan bak dengan cara Pendinan Anak Perusahaan,
Pendirian Perusahaan Patungan danfatau Pengambilalihan dengan nilai kebih dan 10%
(sepuluh persen) sampai dengan 50% (ima puluh persen) dan Jumiah Ekuitas
Perusahaan maka harus mendapatkan persetujuan dan Dewan Komisaris terebih
dahulu,

Kinerja Anak Perusahaan diukur dengan Indikator Kera yang terdin dar aspek
keuangan, aspek cperasional, dan aspek administrasi. indikator Kerja tersebut jugs
didasarkan pada jents industri lerfentu, pangsa pasar tertentu (captive markel), nilai
tambah ekonomis feconomic value added) dan/atau nilsi strategis bagi Perseroan
Keputusan RUPS Anak Perusahaan lidak boleh berlentangan dengan RJPP dan
REAP seria Anggaran Dasar Perseroan

Setiap Anak Perusahaan dituntut untuk lebih maju dan mandiri agar tidak hanya
mengandalkan pangsa pasar terentu (captive market) dar Perseroan,

Setiap transakei antara Persaroan dengan Ansk Perusahaan dilaksanakan berdasarkan
kaidah bsniz yang sehal.

Penjualan sebagian atau seluruh saham Perseroan pada Anak Perusahaan kepada pihak
lain dilakukan dalam rangka © (@) memperbaik kineria Perseroan dan Anak
Perusahaan.(b) mamperolsh nilal tambah bagi Perseroan, dan (c) mengurangi
kerugian/risiko yang lebih besar

B. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan

Fengangkalan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisars Anak Perusahaan
didasarkan pada Anggaran Dasar Persernan

Direksi dan Dewan Komisans Anak Perusahaan harus tunduk pada Anggaran Dasar
Anak Perusahasn dan Peraturan perundang — undangan yang beriaku

Dewan Komisaris Anak Perusahaan Anak Perusahaan dipifih sedemikian rupa
sehingga bebas dar segala benturan kepantingan



Cewan Komisaris Anak Perusahaan dapat berasal dari perwakilan Persaroan atau
perwakilan dan Mitra Kerasama yang mana dituangkan dalam Anggaran Dasar Anak
Perusahaan

Direksi dan Dewan Komisans Anak Perusahaan diangkat dengan jangka wakiu
fertentu tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan sewakiy —
wakiu,

C. Perlakuan Setara Kepada Pemegang Saham

1.

Setiap Pemegang Saham Anak Perusahaan mendapatkan perlakuan yang setara oleh
masing — masing Anak Parusahaan,

Setiap Pemegang Saham Anak Perusahaan barhak mamiliki suara sesual dengan
klarifikasl dan jumiah saham yang dmilikl.

Il. LINGKUNGAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
A. Kebijakan Umum

Direksi wajib memastikan bahwa aset dan lokasi usaha serta fasilitas BUMN lainnya,
memenuhi peraturan perundang — undangan berkenaan dengan kesehatan dan
keselamatan kerja serta pelestanan lingkungan

Melakukan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kena
{5MK3) sesuai dengan peratwan perundang — undangan yang berlaku secara
konsisten dalam upaya memberskan perlindungan optima! dari hal — hal yang dapat
mangancam keselamatan dan kesshatan pegawal

Parsercan memiliki komitmen dalam rangka perbaikan berkelanjutan atas berbagai
infrastruktur yang berkaitan dengan SMK3,

Meanyertakan partisipasi Pegawal Perseroan sebaga bagian dan upaya peningkalan
pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja

B. Perlindungan Lingkungan
Parusahaan memperhatikan aspek lingkungan kerja Persercan dengan cara sebagai
berikut

1

Menjaga keiestarian lingkungan

Mentaati peraturan perundang — undangan dan standar pangelolaan lingkungan.
Melakuksn pengelolasn lingkungan sesuaidengan standar pengesslaan lingkungan
dan paraturan yang beriaku

Melakukan panyesuaian dan parbalkan yang [Brus menerus.




Melakukan tindakan yang bersifal promotil dan preventil urtuk mengantisipasi
keadaann darurat.

Mealakukan pemeriksaan dan evaluasi secara berkala terhadap semua sarana yang
berada di sekitar lokasi kerja dan kanicr Perseroan.

Meningkatkan wawasan mengenai lingikungan hidup bagi semua Insan Perusahaan
dan Mitra Kerja secara barkala



